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BAB1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Menurut Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN),
tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masya-
rakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Untuk mencapai tujuan tersebut Pembangunan Nasional
yang dilaksanakan sekarang meliputi berbagai bidang :
politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan
keamanan.

Bidang ekonomi merupakan salah satu bidang yang-
mendapat perhatian khusus dari pemerintah sejak awal
dilaksanakannya pembangunan nasional di negara kita.
Hal ini dapat dilihat dari usaha-usaha pemerintah
untuk mengembangkan sektor-sektor produktif seperti
(1) pertanian, kehutanan dan perikanan; (2) pertam-
bangan; (3) industri pengolahan (manufacturing); (4)
perusahaan listrik, air dan gas; (5) industri bangun-
an; (6) pengangkutan dan pergudangan; (7) perdagangan
(8)bank, badan keuangan dan real estate; (9) pe-
milikan rumah; dan (10) jasa-~jasa lainnya.

Seperti sektor-sektor produktif lainnya, sektor
kehutanan telah lama membentuk badan-badan usaha da-
lam pengelolaan kayu dan hasil-hasil hutan lain yang

ada di Indonesia. Badan-badan usaha tersebut terdiri



dari (1) Perum Perhutani Unit I, IT dan III (hanya
di pulau Jawa); Inhutani I, II dan III (di luar pulau
Jawa); dan Hak Pengusahaan Hutan (di luar pulau Jawa
dan dikelola oleh swasta).

Perum Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) yang berbentuk Perum, tugas utama perusahaan
adalah melayani kepentingan umum sekaligus memupuk
keuntungan. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, se-
tiap unit perum perhutani membentuk biro-biro dan
Satuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang menjalankan tugas
di bidang-bidang tertentu. Biro-biro tersebut melipu-
ti biro perencanaan, biro pembinaan hutan, biro kea-
manan dan agraria, biro produksi, biro industri, biro
pemasaran. biro keuangan dan biro umum.

Untuk dapat menjamin bahwa setiap biro dan Sa-
tuan Pemangkuan Hutan telah menjalankan tugasnya
sesuai dengan yang direncanakan perusahaan maka pim-
pinan perusahaan memerlukan suatu unit yang bertugas
melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap aktivi-
tas perusahaan yang sedang berjalan. Unit ini merupa-
kan unit yang independen dan hanya bertanggung jawab
pada pimpinan perusahaan, unit ini merupakan pemerik-
sa intern yang dinamakan Satuan Pengawasan Intern.

Pemeriksa intern merupakan unit yang sangat
penting bagi pimpinan perusahaan. Pemeriksaan intern

bertugas membantu pimpinan dalam melakukan evaluasi



dan pemeriksaan terhadap kebijaksanaan pimpinan agar
pelaksanaannya tidak bertentangan dengan maksud dan
tujuan perusahaan seperti yang telah ditetapkan dalam
peraturan pemerintah tentang pendirian perusahaan.

Dengan memanfaatkan hasil pemeriksaan dari unit
pemeriksaan intern maka pimpinan perusahaan dapat
mengetahui kelemahan dan kekurangan dari kebijaksana-
an yang telah ditetapkan sehingga pada waktu yang
akan datang dapat ditetapkan kebijaksanaan yang lebih
baik. Selain itu dengan adanya pemeriksaan intern ma-
ka diharapkan dapat memberikan keyakinan tambahan
bagi pimpinan perusahaan bahwa prosedur yang digaris-
kan sudah cukup memadai dan telah dilaksanakan
sehingga pimpinan perusahaan dapat memperoleh laporan
yang dapat dipercaya yang berguna dalam. pengambilan
keputusan.

Salah satu tugas seorang pemeriksa intern ada-
lah melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas dise-~
tiap unit kegiatan. Hal ini dilakukan agar setiap
kejadian yang ada diperusahaan dapat diawasi dan di-
kendalikan sehingga kemungkinan terjadi kecurangan
atau kesalahan dapat dihindari.

Dari semua aktivitas yang ada dalam perusahaan
maka salah satu kegiatan yang sangat berpengaruh ter-
hadap lancar atau tidaknya usaha perusahaan adalah

aktivitas pengelolaan persediaan, karena persediaan



merupakan pos ‘terbesar dari aktiva perusahaan
sehingga penting dalam mempertahankan kelangsungan
hidup perusahaan dan Jjuga merupakan faktor yang
penting dalam menentukan posisi keuangan, serta mem-
punyai andil yang besar dalam menentukan pendapatan
perusahaan.

Persediaan merupakan harta lancar yang dimiliki
perusahaan yang keberadaannya memerlukan pengelolaan
secara serius karena persediaan rawan akan terjadi-
nya kehilangan atau penyelewengan. Dengan demikian
maka diperlukan suatu sistem pengendalian persediaan
yang memadai bagi perusahaan serta adanya pemeriksaan
intern untuk memeriksa dan mengevaluasi efektivitas
dari sistem pengendalian yang telah ditetapkan.

Melihat pentingnya pengendalian persediaan da-
lam perusahaan,maka penulis tertarik untuk menyusun
skripsi dengan judul :
® PERANAN PEMERIKSAAN INTERN DALAM MENGEFEKTIFKAN
PENGENDALIAN PERSEDIAAN HASIL HUTAN PADA KANTOR PERUM

PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT *".

Identifikasi Masalah

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa
persediaan ' merupakan salah satu jenis aktiva yang
penting dalam posisi keuangan perusahaan. sebagai

konsekwensinya persediaan perlu diawasi dan dieva-



luasi secara teratur dalam setiap periode tertentu dan
pekerjaan ini dilakukan oleh suatu bagian yang
independen yang disebut dengan pemeriksaan intern.
Bertolak dari pemikiran ini penulis bermaksud meneli-
ti pos persediaan yang ada di KPH Bandung Utara untuk
mengetahui :

1. apakah perusahaan telah memiliki kebijakan yang
memadai dalam mengelola persediaan hasil hutan-
nya ?

2. apakah perusahaan telah memiliki sistem pengen-
dalian intern yang memadai atas persediaan hasil
hutannya ?

3. sejauh mana peranan pemeriksaan intern dalam
menunjang efektifitas pengendalian persediaan
hasil hutan ?

Dengan mengetahui ketiga pokok permasalahan di
atas penulis mencoba untuk melakukan analisis tentang
pengawasan intern terhadap persediaan hasil hutan
yang ditetapkan, apakah telah berfungsi secara efek-
tif dan efisien dalam menunjang kelancaran kegiatan

perusahaan dalam mengamankan kekayaannya.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian
Dalam -melakukan penelitian di kantor Perum
Perhutani Unit III Jawa Barat, penulis bermaksud un-

tuk mempelajari dan menilai sistem pengendalian in-



1.4-

tern perusahaan terutama persediaan hasil hutan, dan
juga untuk menelaah lebih jauh tentang peranan
pemeriksaan intern dalam meningkatkan efektifitas
pengendalian persediaan.

Adapun tujuannya untuk memperoleh perbandingan
antara teori dengan praktek mengenai pemeriksaan
intern, Sehingga kesimpulan hasil perbandingan terse-
but, dapat digunakan oleh pimpinan Perum Perhutani
unit III untuk lebih efektif dan efisien dalam menge-

valuasi dan mengawasi persediaan hasil hutan.

Kegunaan Penelitian

Dari data dan informasi yang dikumpulkan dan di-
peroleh pada penelitian ini, khususnya yang berkaitan
dengan pemeriksaan intern yang dimiliki perusahaan
serta pengendalian atas persediaan, maka diharapkan
untuk memberikan manfaat, tidak hanya sebagai masukan
bagi perusahaan yang menjadi objek penelitian tetapi
juga dapat membantu pimpinan perusahaan dalam mening-
katkan pengendalian khususnya dalam mengelola perse-
diaan hasil hutan.

Bagi penulis sendiri, penelitian ini akan bergu-
na untuk memperoleh pengetahuan tentang konsep dan
praktek mengenai peranan pemeriksaan intern dalam

mengefektifkan pengendalian persediaan hasil hutan.



1.5. Kerangka Pemikiran

Seiring dengan perkembangannya, volume kegiatan
dalam perusahaan pun semakin meningkat. Hal ini
dengan sendirinya akan menjadikan permasalahan yang
dihadapi oleh manajemen semakin kompleks, sehingga
pimpinan tidak dapat lagi mengendalikan secara lang-
sung semua aktivitas dan fungsi yang ada dalam peru-
sahaan. Kondisi yang demikian mengharuskan pimpinan
untuk mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada ber-
bagai tingkat manajemen. Walaupun demikian tanggung
jawab atas seluruh Kkegiatan tetap berada di bawah
pimpinan. |

Salah satu wewenang yang didelegasikan oleh pim-
pinan adalah wewenangnya dalam hal melakukan pengen-
dalian atas aktivitas perusahaan. Agar dapat menjamin
pengendalian diterapkan secara tepat maka dibentuk
sistem pengendalian intern. Adapun tujuan dibentuknya
sistem pengendalian intern adalah untuk melindungi
harta milik perusahaén, mencek kecermatan dan keanda-
lan data akuntansi, meningkatkan efisiensi dan mendo-
rong ditaatinya kebijaksanaan manajemen yang telah
digariskan.

Dilihat dari seluruh kegiatan yang ada di peru-
sahaan maka pengelolaan persediaan merupakan salah
satu kegiatan yang memerlukan pengendalian yang se-

hat. Sesuai dengan sifat persediaan yang aktif dan



berputar terus menerus, maka terdapat kemungkinan
terjadinya perbedaan antara jumlah persediaan secara
phisik dengan catatannya. Perbedaan tersebut kemung-
kinan disebabkan oleh kesalahan dalam pencatatan,
transaksi yang terlalu banyak, serta adanya Kkerusakan
atau pencurian. Untuk mencegah kemungkinan tersebut
maka diperlukan suatu sistem pengendalian intern ter-
hadap persediaan.

Untuk menjamin bahwa sistem pengendalian intern
telah berjalan dengan sebagaimana mestinya maka
diperlukan pemeriksaan yang rutin dan terus menerus,
dan dalam hal ini dilakukan oleh suatu unit yang in-
dependen dalam perusahaan serta merupakan staff yang
bertanggung jawab pada pimpinan perusahaan. Unit ini
dinamakan Satuan Pengawasan Intern.

Dari uraian tersebut diatas, terlihat bahwa pe-
ngelolaan persediaan memerlukan sistem pengendalian
intern yang memadai dan memerlukan pemeriksaan intern
untuk menjamin sistem tersebut dapat berjalan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mem-
berikan hipotesa untuk penelitian ini sebagai berikut
" Adanya pemeriksaan intern yang memadai dapat menge-

fektifkan sistem pengendalian intern persediaan®.



l1.6.

1.7.

Metodologi Penelitian

Dalam menyusun sKkripsi tulis ini, pada dasarnya
penulis menggunakan metode deskriptif, yakni suatu
metode penelitian yang mendasarkan penelitiannya pada
fakta-fakta yang ada dan sedang berjalan . Untuk men-
dukung metode ini, teknik pengumpulan data yang
penulis pakai adalah penelitian lapangan (field re-
search) dengan cara melakukan wawancara terhadap
pejabat yang berwenang dan observasi langsung diling-
kungan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat.

Sebagai dasar dari penelitian ini maka penulis
juga melakukan penelitian kepustakaan (library re-
search) yaitu dengan cara mempelajari buku-buku
Akuntansi khususnya buku Auditing yang menyangkut
teori, standar dan Kkaitannya dengan pokok bahasan

sebagai landasan teoritis pembahasan.

Lokasi Penelitian

Untuk penyusunan skripsi ini, data dan informasi
diperoleh dari Kantor Perum Perhutani Unit III Jawa
Barat vyang beralamat di Jjalan Soekarno Hatta
Bandung dan Kantor Kesatuan Pemangkuan Hutan berala-

mat di jalan Cirebon Bandung.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sistem Pengendalian intern

2.1.1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Semakin besar perusahaan, semakin luas dan rumit
pula rentang kendali yang harus ditangani oleh ma-
najemen. Kondisi ini mengharuskan manajemen mencip-
takan suatu alat bantu kendali yang memungkinkan per-
usahaan bisa melaksanakan semua kebijaksanaannya
dengan baik. Alat kendali itu sering disebut dengan
Internal Control atau Sistem Pengendalian Intern.

Menurut Committee on Auditing Procedures dari
American Institute of Certified Public Accountant
(AICPA) pengendalian intern didifinisikan sebagai
berikut :

» Internal control comprises the plan of organiza-
tion and all of the coordinate methods and measures
adopted within a bussiness to safeguard its assets,
check the accuracy and reliability of its accounting
data, promote operational efficiency, and encourage
adherence prescribed managerial policies”.

( 14 : hal 9-4 )

Di Indonesia sendiri, Ikatan akuntansi Indonesia
mendefinisikan sistem pengendalian intern sebagai
berikut :

» sSistem pengendalian intern meliputi organisasi

semua metoda dan ketentuan yang terkoordinasi yang
dianut dalam suatu perusahaan untuk melindungi harta



miliknya, mencek kecermatan dan keandalan data akun-
tansi, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong di
taatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan®.
( 6 : hal 29 )
Sedangkan menurut Drs Ruchyat Kosasih, dalam bukunya
Auditing Prinsip dan Prosedur menyatakan bahwa sistem
pengendalian intern adalah sebagai berikut :
» pengendalian intern dapat diartikan sebagai segala
sesuatu yang berhubungan dengan pembentukan dan peng-
gunaan semua saran, sehingga bila ditinjau dari sudut
keuangan, akan memungkinkan manajemen dengan cara
yang paling efektif mengamankan harta kekayaan peru-
sahaan serta mengatur pekerjaan sekarang serta mem-
buat rencana untuk masa yang akan datang ".
( 12 : hal 177)

Dari ketiga definisi di atas jelaslah bahwa yang
dimaksud dengan Internal Control atau Sistem Pengen-
dalian Intern adalah seluruh metode, ketentuan dan
langkah terkoordinasi yang berlaku di suatu perusa-
haan yang bertujuan untuk mengamankan harta kekayaan
perusahaan, mengecek ketepatan dan kebenaran data
akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, mendorong
pelaksanaan Kkebijaksanaan manajemen sebagaimana yang
telah ditetapkan, serta mengatur pekerjaan sekarang
dan membuat rencana untuk masa mendatang.

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pengertian
Sistem Pengendalian Intern, Ikatan Akuntansi Indone-
sia dalam Buku Norma Pemeriksaan Akuntansi membagi

Sistem Pengandalian Intern menjadi dua:

a. Pengendalia administratif yang meliputi, te-
tapi tidak terbatas pada organisasi dan semua
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prosedur serta catatan yang berhubungan dengan
proses pengambilan keputusan yang mengarah pada
otorisasi manajemen atas suatu transaksi. Oto-
risasi semacam itu adalah suatu fungsi manaje-
men yang secara langsung berhubungan dengan
pertanggungjawaban untuk mencapai tujuan orga-
nisasi dan merupakan titik pangkal dari penye-
lenggaraan pengendalian akuntansi terhadap
transaksi.

b. Pengendalian akuntansi meliputi organisasi, se-
mua prosedur, dan catatan yang berhubungan
dengan pengamanan harta kekayaan, serta dapat
dipercayaianya catatan keuangan. Oleh karena
itu, pengendalian ini harus disusun sedemikian
rupa, sehingga memberi jaminan yang memadai
bahwa :

1. Transaksi dilaksanakan sesuai dengan oto-
risasi manajemen, baik yang bersifat umum
maupun yang khusus.

2. Transaksi dibukukan sedemikian rupa, se-
hingga (1) memungkinkan penyusunan lapo-
ran keuangan yang sesuai dengan Prinsip
akuntansi Indonesia atau kriteria lain
yang berlaku bagi laporan keuangan dan
(2) untuk menyelenggarakan pertanggung-
jawaban atas aktiva perusahaan.

3. Setiap kegiatan yang berkenaan dengan ak-
tiva hanya diperkenankan apabila sesuai
dengan otorisasi manajemen.

4. Pertanggungjawaban pencatatan akuntansi
aktiva dibandingkan dengan aktiva yang
ada dalam selang waktu yang wajar dan
apabila ada selisih diambil tindakan
penyelesaian yang tepat.

(6 : hal 29)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa
pengendalian intern terbagi atas pengendalian ad-
ministratif yang berhubungan dengan pengambilan kepu-
tusan dan pengendalian akuntansi yang berhubungan
dengan pengamanan harta kekayaan, Serta dapat diper-
cayainya catatan keuangan.

Pengendalian intern tersebut, walaupun terbagi

atas pengendalian administratif dan pengendalian
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akuntansi tetapi keduanya bukan berarti terpisah,
sebab keduanya saling melengkapi satu sama lain. Un-
tuk itu keduanya harus berjalan seiring agar pengen-

dalian intern berjalan efektif.

2.1.2. Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern yang telah ditetapkan
dalam perusahaan harus memiliki tujuan yang jelas,
secara terperinci tujuan sistem pengendalian intern
dikemukakan oleh Alvin A. Arens dalam buku Auditing
yang diterjemahkan oleh Drs. Ilham Tjakrakusuma
sebagai berikut :

1. Setlap transaksi yang dicatat adalah sah (va-
liditas). Struktur internal tidak dapat memberikan
transaksi-transaksi fiktif dan yang sebenarnya
tidak terjadi di dalam jurnal atau catatan akun-
tansi lainnya.

2. Setiap transaksi diotorisasi dengan tepat (oto-
risasi). Kalau transaksi yang tidak diotorisasi
terjadi hal ini dapat mengaklbatkan adanya tran-
saksi yang curang, dan juga dapat mengakibatkan
pemborosan atau pengrusakan terhadap aktiva peru-
sahaan.

3. Setiap transaksi yang terjadi dicatat (kelengka—
pan). Setiap prosedur yang dimiliki klien harus
memberikan pengendallan untuk mencegah penghi-
langan setiap transaksi dari catatan.

4. Setiap transaksi dinilai dengan tepat (penilai-
an). Struktur pengendalian internal yang memadai
selalu disertai dengan prosedur untuk menghindari
kesalahan dalam penghitungan dan pencatatan setiap
transaksi pada berbagai langkah proses pencatatan.

5. Setiap transaksi diklasifikasikan dengan tepat
(klasifikasi). Klasifikasi perklraan yang tepat,
sesuai dbngan bagan perkiraan klien, harus dite-
tapkan di dalam jurnal kalau laporan keuangan hen-
dak dinyatakan dengan tepat. Klasifikasi ini juga
mencakup berbagai kategori seperti divisi dan ha-
sil produk.
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6. Setiap transaksi dicatat pada waktu yang tepat
(ketepatan waktu). Pencatatan setiap transaksi
baik sebelum atau sesudah terjadinya, selalu me-
nimbulkan kemungkinan adanya kelalaian untuk men-
catatnya atau dicatat dengan jumlah yang tidak
benar. Jika keterlambatan pencatatan  terjadi
pada akhir periode maka laporan keuangan akan
mengandung kesalahan.

7. Setiap transaksi dimasukkan dengan tepat ke dalam
catatan tambahan dan diikhtisarkan dengan benar
(pembukuan dan pengikhtisar). Dalam beberapa ke-
adaan, masing-masing transaksi diikhtisarkan (di-
rangkum menjadi satu) dan dijumlahkan sebelum
dicatat ke dalam jurnal yang bersangkutan. Kemu-
dian jurnal tersebut diposting (dibukukan) kedalam
buku besar, dan buku besar tersebut diikhtisarkan
lagi dan digunakan untuk menyusun laporan keuan-
gan. Selain metoda yang digunakan untuk memasukkan
setiap transaksi ke dalam catatan tambahan dan
untuk mengikhtisarkan setiap transaksi, pengenda-
lian yang memadai selalu dibutuhkan untuk memasti-
kan bahwa pengikhtisaran tersebult adalah benar.

( 7 : hal 292)

Hal yang hampir sama juga dikemukakan oleh Barry
Cushing yang diterjemahkan oleh Ruchyat Kosasih yaitu
sebagai berikut :

a. Transaksi dilaksanakan sesuai dengan otorisasi
umum dan otorisasi spesifik manajemen.

b. Transaksi dicatat karena perlu (1) untuk mem-
permudah penyiapan laporan keuangan yang sesuai
dengan prinsip akuntansi yang lazim atau kriteria
lain apapun yang diterapkan pada laporan tersebut
dan (2) untuk menyelenggarakan pertanggungjawaban
harta/ kekayaan.

c. Turut campur terhadap harta /kekayaan hanya di-
perkenankan sesuai dengan otorisasi manajemen.

d. Pertangqungjawaban harta yang dicatat dibanding-
kan dengan harta yang ada dengan frekwensi yang
cukup beralasan dan tindakan yang tepat diambil
terhadap setiap perbedaan.

(9 : hal 79)

Tujuan pengendalian intern secara terperinci
tersebut harus diterapkan kepada setiap transaksi

yang terjadi dalam perusahaan. Hal ini dilakukan
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dengan maksud agar setiap transaksi yang terjadi da-
pat diawasi sehingga kemungkinan adanya transaksi
fiktif, penghilangan transaksi, dan kesalahan dalam
perhitungan, serta kesalahan dalam mengklasifikasikan

transaksi dapat dihindari.

2.1.3. Karakteristik sistem pengendalian intern
Secara umum dapat dikatakan bahwa suatu sistem
pengendalian intern yang memadai, jika tidak seorang-
pun berada dalam kedudukannya dimana ia dapat membuat
kesalahan dan meneruskan tindakan yang tidak dii-
nginkan tanpa diketahui dalam waktu yang tidak terla-
lu lama. Agar sistem dapat berjalan, maka harus
meliputi prosedur-prosedur yang dapat menemukan atau
memberikan isyarat tentang terjadinya keganjilan
dalam sistem pertanggungjawaban atas transaksi atau
kekayaan perusahaan yang dikuasakan kepadanya.
Dalam hal ini Statements on Auditing Procedure
No. 33 memberikan karakteristik atau ciri-ciri sis-
tem pengendalian intern yang memadai, sebagai berikut
1. A plan of organization which provides appropriate
segregation of functional responsibilities.
2. A system of authorization and record procedures
adequate to provide reasonable accounting control
over assets, liabilities, revenues and expenses.

3. Sound practices to be followed in performance of
duties and functions of each of the organizational
department, and

4. Personnel of quality commensurate with responsi-
bilities.

' ( 14 :hal 9-4 )
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Disini dapat dijelaskan bahwa karakteristik atau
ciri-ciri sistem pengendalian yang memadai meliputi
struktur organisasi yang menetapkan pemisahan tang-
gung jawab fungsional yang tepat, sistem pembagian
tugas dan prosedur-prosedur serta catatan-catatan
yang memadai, praktek-praktek yang sehat yang harus
diikuti dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari
setiap departemen, serta pegawai yang berkualitas
sesuai dengan tanggung jawabnya.

Sementara itu Cashin and Owens, dalam buku-
nya Auditing, yang dikutip oleh James A. Cushin me-
nyatakan :

» the basic components or the elements which make up
the concept of internal control as :
1. Organization.
2. policies and procedures.
3. Standards of performace.
4. Reports and records.
5. Internal Auditing.
( 14 : hal 9-5)

Sedangkan menurut Frederick E Horn dalam buku
Hand Book for Auditors kumpulan James A Cashin yang
mengutip tulisan Skinner and Anderson dalam bukunya
Analitical Auditing yang kemudian dialih bahasakan
oleh Drs Ruchyat Kosasih menyatakan bahwa ciri-ciri
sistem pengendalian intern yang memuaskan, harus me-
liputi :

1. Adanya pendelegasian wewenang kepada petugas/ pe-
jabat tertentu untuk menyetujui transaksi dan me-
netapkan tugas pengecekan kepada petugas lain un-

tuk mengetahui, bahwa transaksi telah disetujui
oleh pejabat yang berwenang.
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Adanya penyelenggaraan akuntansi sedemikian rupa,
sehingga catatan yang satu dapat dicek dengan
catatan yang lain yang dibuat oleh petugas yang
independen.
Adanya pengendalian phisik yang tepat termasuk
penjagaan ganda (dual costudy) aktiva berharga
yang mudah dijual belikan.
Adanya pemisahan fungsi penyimpanan aktiva dari
fungsi pencatatannya dan dari pelaksanaan transak-
si yang bersangkutan (sehingga terdapat suasana
saling mengecek).
Adanya verifikasi secara periodik terhadap eksis-—
tensi aktiva yang dicatat dan ;
Adanya penggunaan pegawai yang memiliki kecakapan/
kemampuan dan latihan yang cukup sesuai dengan
tingkat tanggung jawabnya.

( 12 :hal 183 )

Menurut Holmes and Overmyer memperinci 11 azas .

pengendalian yang utama, yang dikutip oleh Theodorus

Tuanakotta hanya tiga persyaratan yang harus ada

dalam sistem pengendalian intern yang baik, yakni :

Prosedur
Pertama-tama harus ada prosedur tertentu dan pro-
sedur ini harus dijalankan. Prosedur yang telah
ditentukan tetapi tidak dijalankan sebenarnya
tidak mempunyai arti apa-apa dari segi pengendali-
an. Perhatian tidak saja harus diberikan kepa-
da apa yang direncanakan, tetapi juga pada pelak-
sanaan rencana-rencana tersebut.
Pelaksana
Syarat kedua adalah bahwa prosedur yang telah di-
tetapkan itu dilaksanakan oleh orang-orang yang
cakap (competent). Kecakapan meliputi kombinasi
dari keahlian, pengetahuan, ketelitian, dan ada-
nya wewenang yang cukup.
Pemisahan tugas
Pelaksanaan prosedur yang telah ditetapkan oleh
orang yang cakap saja, tidak cukup. Jika seseorang
menjalankan beberapa prosedur yang satu sama lain-
nya bertentangan (incompatible), sistem pengenda-
lian intern tidak dapat berfungsi lagi sebagaimana
seharusnya.

( 2 : hal 97)

Untuk dapat mempertahankan sistem pengendalian

intern agar dapat berjalan sesuai dengan yang diren-
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canakan, sistem pengendalian intern yang dibentuk
harus memenuhi karakteristik yang meliputi penetapan
pemisahan tanggung Jjawab yang tepat, pegawai yang
kompeten, kebijaksanaan dan prosedur yang memadai,
dan adanya pengendalian phisik atas aktiva .

Jadi ciri sistem pengendalian intern yang mema-
dai merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan kegi-
atannya, sehingga apabila ada kekurangan-kekurangan
yang serius yang ada pada salah satu unsur itu maka
pada umumnya akan merintangi sistem tersebut bekerja

dengan baik.

2.1.4. Unsur—unsur sistem pengendalian intern

Suatu sistem pengendalian agar dapat berjalan
dengan baik memerlukan unsur-uns;xr yang merupakan
landasan dari pengendalian yang memadai. Menurut
Drs. La Midjan, Ak , unsur-unsur yang menunjang ter-
laksananya sistem pengendalian intern yang memadai
adalah sebagai berikut :

1. Adanya struktur orgam.sas1 yang nengganbarkan
pemisahan fungsi (segregation of function) dan pe-
kerJaan yang tepat.

Fungsi- fungs.i yang harus dlplsahkan adalah :
1. Fungs.l penguasaan atau operasi

2. Fungsi pencatatan

3. Fungsi peny.

4. Fungsi pengawasan

2. Sistem pemberian wewenang dan prosedur pencatatan.

3. Unsur pelaksana yang waJar (praktek yang sehat).

4. Unsur kualitas pegaw.u.

5. Adanya suatu bagian pengawasan intern ( internal
auditing).

( 1 : hal 38 )
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Sedangkan unsur- unsur pengendalian intern yang
memadai menurut Alvin Arens dalam buku Auditing yang
diterjemahkan oleh Drs. Ilham Tjakrakusuma sebagai
berikut :

1. Pembagian tugas yang jelas.
2. Prosedur otorisasi yang jelas.
3. Dokumen dan catatan yang memadai.
4. Pengendalian fisik atas aktiva tetap dan catatan.
5. Pengecekan pelaksanaan tugas yang terpisah.
( 7 : hal 296)

Pemisahan fungsi merupakan unsur dasar dari sis-
tem pengendalian intern, adanya pemisahan fungsi
mengharuskan semua bagian hanya akan melaksanakan
fungsinya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab
masing-masing.

Sistem pengendalian intern yang memadai mengha-
ruskan manajemen untuk menetapkan secara tegas bahwa

unsur-unsur sistem pengendalian intern telah dijalan-

kan dengan konsisten.

2.1.5. Keterbatasan sistem pengendalian intern

Tidak ada satu sistem pun yang dapat dikatakan
benar-benar sempurna dan baik, yang dapat mencegah
secara tuntas semua penyelewengan dan pemborosan yang
akan terjadi pada suatu perusahaan. Oleh karena itu
kita lebih baik menggunakan kata sistem pengendalian
intern yang memuaskan dibanding dengan kata sistem

pengendalian yang baik.
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Penggunaan istilah baik cenderung mencerminkan
keadaan yang ideal, sedang kita tahu ada batas-batas
tertentu yang tidak memungkinkan pengendalian intern
yang ideal dapat dicapai.

Batas-batas tersebut dikemukakan oleh Theodorus M
Tuanakotta, sebagai berikut :

1. Persekongkolan (collusion)
Persekongkolan menghancurkan sistem pengendalian
intern yang bagaimanapun baiknya. Dengan adanya
persekongkolan, pemisahan tugas seperti tercermin
dalam rencana dan prosedur perusahaan merupakan
tulisan di atas kertas belaka.

2. Biaya
Tujuan pengendalian intern bukanlah untuk sekedar
pengendalian, pengendalian berguna dan diperlukan
untuk berlangsungnya pelaksanaan tugas/ usaha yang
efisien dan mencegah tindakan yang dapat merugikan
perusahaan. Pengendalian juga harus mempertimbang-
kan biaya dan kegunaannya. Biaya untuk mengendali-
kan hal-hal tertentu mungkin melebihi kegunaannya.

3. Kelemahan manusia
Banyak kebobolan terjadi pada sistem pengendalian
intern yang secara teoritis sudah "baik®". Karena
pelaksananya adalah manusia yang mempunyai kele-
mahan. Misalnya, orang-orang yang harus memeriksa
apakah prosedur tertentu sudah/ belum dilaksana-
kan, sering-sering membubuhkan parafnya secara
rutin tanpa benar melakukan pengawasan.

( 2 : hal 98)

Sementara itu tentang keterbatasan sistem pengendali-
an intern, Ikatan Akuntansi Indonesia menyatakan :

* palam mempertimbangkan efektifitas dari aspek sis-
tem pengendalian akuntansi, terdapat keterbatasan
yang melekat yang harus disadari. Dalam pelaksanaan
sebagian besar prosedur pengendalian terdapat kemung-
kinan untuk timbulnya kekeliruan atau penyelewengan
yang disebabkan karena antara lain tidak dipahaminya
instruksi yang diberikan, kesalahan dalam pertim-
bangan yang dilakukan, kecerobohan, gangguan yang
membelokan perhatian seseorang atau kelelahan .

Selanjutnya prosedur pengendalian yang efektifitasnya
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tergantung pada pemisahan tugas, jelas akan tidak
berarti dengan adanya persekongkolan®”.
( 6 : Hal 32)

Pada umumnya keterbatasan yang melekat pada sis-
tem pengendalian intern bertitik tolak dari pelaksana
yang menjalankan sistem tersebut. Dengan demikian
agar sistem pengendalian intern dapat berjalan dengan

baik maka mental pelaksanalah yang pertama harus

dibenahi.

2.2 Pemeriksaan Intern

2.2.1. Pengertian pemeriksaan intern

Ruang lingkup dan luas perusahaan sebagai kesa-
tuan ekonomi yang berdiri sendiri, pada dewasa ini
telah meluas sedemikian rupa sehingga struktur orga-
nisasi perusahaan menjadi semakin komplek. Hal ini
mengakibatkan pimpinan perusahaan tidak dapat lagi
melakukan pengawasan secara pribadi terhadap jalannya
operasi perusahaan. Dengan kondisi ini, maka kehadi-
ran pemeriksaan intern sangat dibutuhkan.

Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam me-
ngenai pemeriksaan intern penulis mengutip pendapat
beberapa ahli sebagai berikut :

Menurut Victor Z Brink dalam bukunya Modern Internal

Auditing, yang dikutip dari Institute of Internal
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Auditors dalam Statement of Responsibilities menge-
mukakan pengertian sebagai berikut :

» Tnternal Auditing is an independent appraisal acti-
vity established within an organization as a service
to the organization. It is a control which functions
by examining and evaluating the adequacy and effec-
tiveness of other controls *®.

( 11 : hal 834)

Sedangkan menurut James A Cashin dalam bukunya Hand
Book for Auditors, mengemukakan bahwa pemeriksaan
intern adalah :

» Tnternal auditing is an independent appraisal ac-
tivity within an organization for the review of ac-
counting, financial and other operations as a basis
for service to management. It is a managerial con-
trol, which functions by measuring and evaluating
the effectiveness of other controls ”.

( 14 : hal 7-2)

Untuk lebih jelasnya, Drs. Ruchyat Kosasih dalam bu-
kunya Auditing Prinsip dan Prosedur menyatakan ten-
tang definisi pemeriksaan intern sebagai berikut:

* pemeriksaan intern adalah serangkaian proses dan
tehnik pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas dalam
suatu organisasi secara independen untuk memberikan
pelayanan informasi kepada manajemen apakah kendali
akuntansi dan kendali operasi yang telah ditetapkan
berjalan baik dan efektif serta apakah akuntansi dan
laporan keuangan telah menunjukan gambaran aktivitas
yang sesungguhnya, teliti, lengkap dan tepat waktu
beserta apakah setiap anggota memenuhi kebijakan,
rencana dan prosedur yang telah ditetapkan®.
(12 :hal 277)

Dari ketiga definisi diatas dapat disimpulkan
bahwa pemeriksaan intern merupakan kegiatan pemerik-

saan dan penilaian yang tidak memihak terhadap selu-
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ruh aktivitas perusahaan secara berkesinambungan, se
dangkan yang menjadi objek penilaiannya adalah meto-
da-metoda, prosedur-prosedur, catatan Kkeuangan dan
kebijaksanaan-kebijaksanaan yang digariskan oleh pim-
pinan perusahaan.

Karena pemeriksaan intern melakukan pemeriksaan
atas nama pimpinan perusahaan maka pemegang fungsi
ini harus dipisahkan dengan fungsi yang lain yang
tuﬁuannya untuk memperoleh efektifitas yang tinggi.

Selain itu, pemeriksaan intern telah berkembang
menjadi alat bantu manajemen untuk mengukur, menilai

efisiensi dan efektifitas semua aktivitas perusahaan.

2.2.2. Fungsi Pemeriksaan intern

Pemeriksaan intern merupakan fungsi staff atau
fungsi penasehat (advisory) dan tidak boleh mencakup
supervisi atau pelaksana-pelaksana operasi. pemerik-
saan intern tidak boleh sampai mengendalikan atau
mengarahkan tindakan-tindakan secara langsung.

Adapun fungsi pemeriksaan intern menurut Drs.
Irsan Yani MASc. dalam buku Petunjuk Pemeriksaan
Intern sebagai berikut :

i Fung31 pemerlksaan intern adalah membantu pihak
lanajemen, dengan jalan memberikan informasi yang

bisa menjadi landasan tindakan manajemen”.
( 13 : hal 24)
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Informasi yang diberikan pemeriksa intern kepada
manajemen di dapat dengan jalan melakukan aktivitas
yang meliputi penilaian, verifikasi dan analisa
data, penguijian ketaatan terhadap kebijaksanaan, per-
aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Termasuk
juga bersifat melindungi harta milik perusahaan serta
mengadakan pemeriksaan yang bersifat khusus (special
investigation).

Secara terperinci J.B. Heckert and Wilson me-
ngelompokan fungsi-fungsi serta tugas-tugas pemerik-
saan intern menjadi beberapa kelompok, yaitu:

» __. the functions or services it can render may be

grouped as follows:

1. Appraisals of procedures and related metters. This
activity involve several related phases,
including :

a. expressing an opinion as to the efficiency or
adequacy of existing procedures.

b. Developing mew or improved procedures.

c. Appraising personnel.

d. Inter changing ideas as between plants,perhaps,
standardizing on the best method.

2. Verification and analysis of data. Here, also,
this function may be subdivided into two or more
parts, such as :

a. The review of data produced by the accounting
system to as certain that reports are valid.

b. The making of further analyses, as required, to
support given conclusions.

3. Activities verifying the extent of compliance.
This may involve determining that :

a. Accounting procedures or other policies are
being followed.

b. Operating procedures are being followed.

c. Governmental regulations are being complied,

c. Other contractual obligations are being
observed.

4. Functions of a protective nature. This would in-
cluded at least three subdivisions :

a. Prevention and detection of fraud or dishonesty

24



b. Review of care taken of company properties.

c. Check of transactions with outside parties.
e.g. determining that all shipment are billed
to costumer.

5. Training and other aids to company personnel.

This is particulary applicable to accounting

personnel.

6. Miscellaneous service. Included are special inves-
tigation, and assistance to outside contacts.
( 15 : hal 672)
Bertolak dari pendapat Heckert di atas dapat

ditarik kesimpulan bahwa fungsi yang dilaksanakan
oleh pemeriksaan intern akan menyangkut aktivitas-
aktivitas; penilaian, verifikasi dan analisa data,
memverifikasi luasnya Kketaatan, program latihan dan
bantuan lain terhadap pegawai perusahaan serta fung-
si-fungsi yang bersifat khusus seperti ; pemeriksaan
khusus dan mengadakan kontak dengan pihak 1luar

( misal akuntan publik).

2.2.3. Pentingnya pemeriksaan intern
Dalam menghadapi meningkatnya aktivitas usaha

dan tingginya tingkat persaingan dalam dunia usaha,
maka pimpinan perusahaan memerlukan suatu informasi
yang cepat, tepat dan dapat dipercaya untuk pengambi-
lan keputusan guna melakukan pemecahan masalah-masa-
lah yang terjadi.

Untuk menjamin data akuntansi yang dapat diper-
caya maka sangat penting artinya pemeriksaan yang

dilakukan oleh bagian yang independen dari bagian
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lainnya dalam perusahaan yang dinamakan pemeriksa

intern.

Pentingnya pemeriksaan intern dikemukakan oleh

Victor Z Brink sebagai berikut :

» over recent years there has been a continuing ex-

pansion of business and non business activities. This

in itself would have caused a continuing increase in
the need for the services of internal auditors *.
( 11: hal 7)

Menurut pendapat tersebut di atas dapat dijelas-
kan betapa pentingnya pemeriksaan intern dalam peru-
‘sahaan kKhususnya dikarenakan terdapat suatu ekspansi
yang terus-menerus dalam aktivitas-aktivitas bisnis
dan nonbisnis. Hal ini dengan sendirinya menyebabkan
kebutuhan akan pelayanan-pelayanan oleh para pemerik-
sa intern senantiasa meningkat.

Untuk pemahaman yang 1lebih jelas tentang pen-
tingnya pemeriksaan intern, disini akan dikemukakan
juga pendapat J.B Heckert dalam bukunya Controller-
ship yang membagi pentingnya pemeriksaan intern da-
lam beberapa faktor, yaitu :

*Phere are several factors to be weighted; and while

the particular circumtances must govern, the follow-

ing points are indicative of conditions under which
this functions should be segregated :

1. If the company is relatively large, so that exten-
sive use is being or should be, made of accounting
or statistical controls.

2. If operation take place at more than one location.
This has reference to manufactoring or distribu-
tion operations other than a man sales office.

3. If the system of internal auditor is not being or

can not be made fully effective.
4. If the auditor can perform functions other wise
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performed by the public accountant with a resul-
ting reduction in the audit fee. The independent
auditors should be consulted on such posibilities,
for their long term interest certainly must in-
clude the keeping of audit fees within reasonable
limits.

5. If the owners or management desire or request such
a tool as a means of keeping informed about cer-
tain aspects of the business.

( 15 : hal 673)

Dari uraian di atas jelaslah bahwa yang menjadi
indikasi dalam pembentukan suatu unit pemeriksaan
intern karena faktor-faktor : bertambah luasnya peru-
sahaan dan operasi perusahaan yang dilakukan dibebe-
rapa tempat. Jika sistem pengendalian intern dalam
perusahaan berjalan tidak efektif, dengan adanya pe-
meriksaan intern dapat membantu pekerjaan akuntan
publik sehingga dapat mengurangi audit fee, pemilik
atau pimpinan perusahaan menghendaki informasi menge-
nai aspek-aspek penting yang terjadi dalam perusa-

haan.

2.2.4. Tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan intern
Tujuan pemeriksaan intern secara umum telah
dijelaskan ketika membahas pengertian pemeriksaan
intern di atas. Di mana ditegaskan bahwa tujuan pe-
meriksaan intern adalah membantu manajemen dalam mem-
berikan analisis, penilaian dan rekomendasi yang dis-
ertai komentar berkaitan dengan objek yang diperik-
sannya. Dengan kata lain, pemeriksaan intern bertu-

juan untuk menghasilkan perbaikan dalam pengelolaan
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aktivitas yang diperiksa dengan membuat saran-saran
tentang cara pelaksanaan yang lebih hemat, efisien
dan efektif.

Agar tujuan pemeriksaan intern dapat dicapai
dengan baik, dalam praktek di lapangan, pemeriksa
intern biasanya menekankan pemeriksaannya terhadap
aktivitas yang diduga mengandung kelemahan serta
memerlukan perbaikan. Karena itu, dalam laporan hasil
pemeriksaan dikemukakan saran-saran cara penyelesai-
annya.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dikatakan
bahwa pada hakikatnya pemeriksaan intern tidak hanya
bertujuan untuk mendorong dilakukannya tindakan ko-
rektif tapi juga untuk menghindari kemungkinan terja-
dinya kelemahan dimasa yang akan datang.

Berikut ini akan dijelaskan 1lebih jauh bahwa
tujuan pemeriksaan intern menurut Institute of Inter-
nal Auditors yang dituangkan dalam Statement of
Responsibilities of Internal auditing yang dijelaskan
oleh Victor Z Brink and Herbert Witt dalam bukunya
Modern Internal Auditing, sebagai berikut :

» The objective of internal auditing is to assist
members of organization in the effective discharge of
their responsibilities. To this end, internal audit-
ing furnishes them with analysis, appraisals, recom-
mendations, counsel, and information concerning

the activities reviewed. The audit objective includes

promoting effective control at reasonable cost”.
( 11 : hal 834)
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Dari pengertian ini dapat dijelaskan bahwa tu
juan pemeriksaan intern adalah membantu anggota orga
nisasi dalam pelaksanaan tanggung jawab secara efek-
tif. Untuk mencapai tujuan ini internal auditing
melengkapi mereka dengan analisis, penilaian , reko-
mendasi, nasehat dan informasi yang berkaitan dengan
aktivitas yang ditinjau. Tujuan ini termasuk mendo-
rong agar pengendalian yang efektif dapat berlangsung
dengan biaya yang wajar.

Selain pengertian di atas, James A Cashin juga
menjelaskan tujuan pemeriksaan intern dalam bukunya
Hand Book for Auditor sebagai berikut :

» The overall objective of internal auditing is to
assist all members of management in the effective
discharge of their respon51b111t.ies, by furnishing
them with obJect1ve analysis, appralsals, recommenda-
tions and pertinent comments concerning the activi-
ties reviewed.

( 14 :hal 7-4)
Menurut kutipan ini dapat dikatakan bahwa tu-

juan pemeriksaan intefn adalah untuk membantu segenap
anggota manajemen agar mereka dapat melaksanakan
tanggung jawabnya secara efektif karena ia dapat mem-
berikan analisis-analisis sasaran, rekomendasi serta
komentar-komentar yang berkaitan dengan kegiatan-
kegiatan yang ditinjau.

Adapun ruang lingkup pemeriksaan intern tidak

hanya mencakup kegiatan penelaahan data akuntansi dan

catatan keuangan saja, melainkan pengawasan dan pe-
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nilaian atas kelayakan dan efektifitas dari sistem
pengendalian intern perusahaan dan kualitas pegawai
dalam melaksanakan tanggung Jjawabnya.

Untuk lebih jelasnya, Victor z Brink and Herbert
Witt menyatakan bahwa ruang lingkup pemeriksaan in-
tern sebagai berikut :

» The scope of internal auditing encompasses the
examination and evaluation of the adequacy and effec-
tiness of the organization’s system of internal con-
trol and the quality of performance in carrying out
assigned responsibilities. The scope of internal
anditing includes:

- Reviewing the reability and integrity of financial
and operating information and the means used to
identify, measure, classify, and report such in-
formation.

- Reviewing the systems established to ensure com-
pliance with those policies, plans, procedures,
laws, and regulations which could have a signifi-
cant impact on operations and reports, and deter-
mining whether the organization is in compliance.

- Reviewing the means of safeguarding assets and, as
appropriate, verifying the existence of such as-
sets.

- Appraising the economy and efficiency with which
resourses are employed.

- Reviewing operations or programs to ascertain
whether result are consistent with established
objectives and goals and whether the operations or
programs are being carried out as planned.

( 11 :hal 834)

Jadi ruang lingkup pemeriksaan intern meliputi :

- Melakukan penelaahan terhadap reabilitas dan in-
tegritas informasi keuangan dan operasi yang digu-
nakan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi-

kan dan melaporkan informasi.

- melakukan penelahan atas sistem - sistem yang ada
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untuk menjamin ketaatan terhadap kebijaksanaan-
kebijaksanaan, rencana-rancana, prosedur-prosedur,
hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang dapat mem-
pengaruhi pada operasi dan laporan serta menentukan
apakah organisasi telah mentaatinya.

- Melakukan penelaahan terhadap cara mengamankan har-
ta dan memeriksa keberadaannya.

- melakukan penilaian terhadap keekonomisan dan ke-
efisiensian sumber-sumber yang digunakan.

- melakukan penelaahan operasi atau program untuk
memestikan apakah hasilnya konsisten dengan tujuan
dan sasaran yang ditetapkan dan apakah operasi dan

program dilaksanakan sesuai dengan rencana.

2.2.5. Tanggung jawab pemeriksaan intern

Tanggung jawab untuk menetapkan dan memelihara
suatu sistem pengendalian intern merupakan tanggung
jawab pimpinan perusahaan. Namun karena adanya keter-
batasan pimpinan untuk mengelola dan mengendalikan
perusahaan yang semakin komplek dan luas, sehingga
pimpinan melimpahkan sebagian wewenangnya kepada pe-
meriksaan intern.

Dengan demikian tugas-tugas yang diberikan kepa-
da pemeriksaan intern jelas bersumber dari pimpinan
perusahaan. Oleh karena itu sebagai konsekuensinya

pemeriksaan intern bertanggung jawab kepada pimpinan
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perusahaan. Victor Z Brink dalam bukunya Modern In-
ternal Auditors mengemukakan tanggung jawab pemerik-
saan intern sebagai berikut :

» The responsibility of internal auditing is to serve
the organization in a manner that is comsistent with
the standards for the professional practice of inter-
nal auditing and with professional standard of con-
duct such as the Code of Ethics of the institute of
internal auditors,inc. This responsibilities includes
coordinating internal audit activities with other so
as to best achieve the audit objectives and the ob-
jectives of the organization.

( 11 :hal 834)
Dengan demikian tanggung jawab pemeriksaan in-

tern adalah untuk melayani organisasi dengan cara
yang sesuai dengan standar, praktek profesional in-
ternal auditing dan norma tingkah laku yang ada dalam
kode etik. Tanggung jawab pemeriksaan intern ini me-
liputi mengorganisasi aktivitas-aktivitas internal
audit dengan yang aktivitas lain guna mencapai sasa-

ran audit.

2.2.6. Program Pemeriksaan Intern

Agar pengendalian dapat berjalan secara efektif
dan efisien, perlu dibuat suatu program pemeriksaan
yang terkoordinasi dan terarah.

Program pemeriksaan merupakan langkah-langkah
atau tindakan-tindakan yang terperinci yang akan di-

laksanakan dalam suatu pemeriksaan. Program pemerik-
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saan ini sangat penting artinya karena merupakan lan-
dasan atau pedoman mengenai pekerjaan yang akan di-
laksanakan.

Theodorus M Tuanakotta menyatakan definisi pro-
gram pemeriksaan adalah
* Program pemerikasaan (audit program ) merupakan
daftar prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan ©.

( 2 : hal 141)
Adapun program kerja pemeriksaan yang lengkap menurut
Theodorus M. Tuanakotta harus memiliki kerangka
sebagai berikut :
1. Tujuan pemerlksaan
2. Penjelasan singkat tentang sistem akuntansi.
3. sagl—segl pengendallan yang kuat.
4. Segi-segi pengendallan yang lemah.
5. Prosedur pemer:ksaan.
6. Kesimpulan pemerlksaan.
7. Catatan untuk pemeriksaan yang akan datang.
( 2 : hal 141)

Dengan adanya program pemeriksaan yang baik,
pemeriksa dapat melaksanakan tugas pemeriksaannya
dengan baik pula. Tetapi sebaliknya tanpa program
pemeriksaan pelaksanaan pemeriksaan mungkin akan me-
ngambang tanpa arah. Oleh karena itu disamping seba-
gai petunjuk mengenai langkah-langkah yang harus di-
laksanakan program pemeriksaan juga merupakan alat
kendali. Dengan program pemeriksaan tersebut pemerik-

sa akan dapat menyesuaikan pemeriksaannya dengan ang-

garan dan jangka waktu yang ditetapkan
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Adapun program pemeriksaan yang baik menurut
Drs. Irsan Yani MASc akan memiliki beberapa manfaat
yaitu :

1. Program kerja pemeriksaan merupakan suatu rencana
yang sistematis tentang setiap fase kegiatan yang
bisa dikomunikasikan kepada semua pejabat dan ang-
gota staf yang bersangkutan.

2. Program kerja pemeriksaan merupakan landasan yang
sistematis guna memberikan tugas kepada para pen-
gawas serta para tenaga pemeriksa.

3. Dengan program kerja pemeriksaan, para petugas
pengawas serta pemeriksa dimungkinkan untuk mem-
bandingkan pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan dengan
rencana-rencana yang disetujui, dan dengan pato-
kan-patokan serta persyaratan-persyaratan yang
ditetapkan.

4. Program kerja pemeriksaan memberikan bantuan beru-
pa materi untuk melatih anggota-anggota staf yang
belum berpengalaman serta membiasakan mereka
dengan ruang lingkup, tujuan-tujuan serta langkah-
langkah kegiatan pemeriksaan.

S. Program kerja pemeriksaan merupakan landasan bagi
suatu catatan ikhtisar mengenai  pekerjaan-
pekerjaan yang dilaksanakan.

6. Program kerja pemeriksaan membantu kelompok-kelom—
pok pemeriksa untuk mengenali sifat pekerjaan-
pekerjaan yang telah dikerjakan sebelumnya.

7. Program kerja pemeriksaan = merupakan bantuan bagi
pengawas karena mengurangi jumlah kegiatan penga-
wasan langsung yang diperlukan.

( 13 : hal 56)

2.2.7. Sistem Pelaporan pemeriksaan Intern

Penerbitan laporan dari unit pemeriksaan intern
mempunyai arti yang penting bagi manajemen sebagai
bahan informasi mengenai éelaksanaan sistem pengenda-
lian intern apakah telah berjalan sebagaimana mesti-
nya. Laporan ini juga penting untuk dipergunakan
sebagai pedoman bagi pemeriksaan intern dalam mengu-

kur pelaksanaan pemeriksaan intern.
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Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemuka-
kan oleh Victor Z Brink yaitu :

*pPhe internal audit report has many important func-
tions both the auditor and for management®”.
: ( 11 : hal 29)

Dalam laporan pemeriksaan ini disimpulkan semua
temuan-temuan pemeriksaan dan disertakan pemberian
saran-saran perbaikan dengan cara sedemikian rupa
sehingga jelas dan dapat dimengerti sesuai dengan
kehendak pimpinan dan juga memungkinkan pimpinan un-
tuk segera mengambil tindakan.

Laporan dari pemeriksaan intern ini disampaikan
kepada yang memberi perintah, dalam hal ini pimpinan
tertinggi dalam perusahaan seperti yang dikemukakan
oleh James A Cushin sebagai berikut :

» More internal auditors are reporting to higher
levels of management in their companies”.
( 14 : hal 7-5)

Untuk dapat membuat laporan yang baik seperti
diinginkan oleh pimpinan, maka pemeriksaan intern
harus membuat laporan yang memenuhi prinsip-prinsip
pembuatan laporan. Agar suatu laporan dapat berfungsi
dengan baik , Heckert & Wilson dalam bukunya Control-
lership yang dikutip oleh Drs. Zaki Baridwan menyata-
kan @

Ada 5 prinsip dasar laporan sebagai berikut

1. Pertanggung jawaban.
2. Pengecualian.
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3. Perbandingan.
4. Ringkas.
5. komentar.
( 10 : hal 11)

Persediaan

2.3.1. Pengertian Persediaan

Secara umum istilah persediaan dipakai untuk
menunjukan barang yang dimiliki untuk dijual kembali
atau dipergunakan untuk memproduksi barang-barang

yang akan dijual. Hal ini sesuai dengan yang dikemu-

kakan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia yang menjelas-

kan mengenai pengertian persediaan sebagai berikut :

*» JIstilah persediaan digunakan untuk menyatakan ba-

rang berwujud yang :

- Tersedia untuk dijual ( barang dagang/ barang jadi)

- Masih dalam proses produksi untuk diselesaikan,
kemudian dijual ( Barang dalam proses/pengolahan)

- Akan dipergunakan untuk produksi barang-barang jadi
yang akan dijual (bahan baku dan bahan pembantu)
dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan.

( 5 : hal 31)

Sementara itu Eldon S Hendriksen dalam bukunya
Accounting Theory memberikan pengertian persediaan
sebagai berikut :

* The term inventories include merchandise destined
for sale in the normal course of business and
materials and supplies to be used in the process of
production for sale.

( 3 : hal 298)

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa

persediaan terdiri dari barang-barang dagangan yang
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dimaksudkan untuk diperjual belikan, serta bahan baku
dan bahan pembantu yang dipakai dalam proses produk-
si dari barang jadi yang akan dijual.

Untuk perusahaan dagang, persediaan biasanya
dipakai untuk menyatakan barang yang dimiliki oleh
perusahaan untuk dijual kembali.

Sedang untuk perusahaan industri maka persediaan
dapat dibagi atas :

- Bahan mentah (Raw material)
Bahan mentah adalah barang-barang yang dimiliki
untuk dipergunakan dalam aktivitas proses produksi.
- Barang dalam proses ( Goods in process)
Barang dalam proses adalah barang-barang yang se-
dang dikerjakan (diproses),tetapi pada tanggal
neraca barang-barang tersebut belum selesai diker
jakan.
- Barang jadi ( Finished goods)
Barang jadi yaitu barang yang sudah selesai diker-

jakan dalam proses produksi dan siap untuk dijual.

2.3.2. Metoda Penilaian Persediaan

Tujuan pokok penilaian persediaan adalah untuk
menentukan secara tepat berapa hasil pendapatan yang
diperoleh dari adanya penjualan, dimana penjualan
tersebut merupakan serangkaian akhir dari arus barang

yang terdapat dalam perusahaan. Tujuan lainnya adalah
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untuk membandingkan antara biaya dan pendapatan untuk
menetapkan hasil usaha yang diperoleh perusahaan.

Arus barang dalam perusahaan industri dimulai
dari pengadaan bahan baku untuk diolah, setelah sele-
sai disimpan dan pada saatnya kemudian dijual. Maka
dari rangkaian bahan baku menjadi barang jadi kemu-
diaan dijual terdapat biaya-biaya yang harus dike-
luarkan, untuk itu perlu adanya alokasi biaya yang
tepat dan cermat.

Persediaan dinilai berdasarkan harga pokok, hal
jni sesuai dengan apa yang terdapat dalam Prinsip
Akuntansi Indonesia yaitu :

» pada umumnya persediaan dinyatakan dalam neraca

sebesar harga pokok /perolehan yang bersangkutan,

yang meliputi seluruh biaya yang secara langsung atau

tidak langsung terjadi untuk mendapatkan persediaan

tersebut pada keadaan dan tempat sebagaimana adanya”.
( 5 : hal 32)

Dalam kenyataannya penilaian persediaan tak se-
mudah itu karena terdapat faktor harga yang tidak
stabil. Untuk menyesuaikan adénya fluktuasi harga ini
maka dalam menilai persediaan didasarkan atas asumsi
mengalirnya biaya, Hal ini tercantum dalam Prinsip
Akuntansi Indonesia sebagai berikut :
= Sejalan dengan asumsi mengenai arus faktor biaya,
harga pokok persediaan dapat ditentukan dengan meto-
da-metoda sebagai berikut :

- LIFO ( Last in First out).
- FIFO ( First in First oOut).

- Harga rata-rata *~.
( 5 ¢ hal 33)
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Berdasarkan arus faktor biaya seperti uraian di
atas, maka dapat dibedakan ke dalam 3 metoda penilai-
an persediaan yang penjelasaannya sebagai berikut :
LIFO ( Last in Rirst out)

Metoda penilaian last in first out didasarkan
pada asumsi bahwa harga pokok yang paling akhir dari
suatu unsur barang tertentu harus dibebankan pada
harga pokok penjualan. Dengan demikian persediaan
ditetapkan dengan harga pokok yang paling dini.

FIFO ( First in First out)

Metoda penilaian first in first out didasarkan
pada asumsi bahwa biaya-biaya yang sehubungan dengan
persediaan ditetapkan dengan harga pokok yang paling
baru.

Harga Rata—-Rata

Harga rata-rata didasarkan pada asumsi bahwa
barang yang dijual harus dibebani dengan harga pokok
rata-rata, dimana rata-rata itu dipengaruhi atau di-
timbang menurut jumlah unit yang diperoleh pada
masing-masing harga.

Manajemen dalam memilih penilaian persediaan
memiliki kebebasan untuk memilih mana yang cocok
dengan situasi dan kondisi perusahaan. Tetgpi apapun
metoda yang dipakai harus diterapkan secara kon-

sisten.
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2.3.3. Sistem Pengendalian Persediaan

Persediaan merupakan salah satu pos yang utama
dalam perusahaan dimana merupakan faktor untuk mem?
pertahankan kelangsungan hidup perusahaan, juga meru-
pakan faktor penting dalam menentukan posisi keuang-
an, serta mempunyai andil yang besar dalam menentukan
pendapatan perusahaan. Dilihat dari sifatnya, perse-
diaan bersifat aktif dan berputar serta mempunyai si-
fat yang rawan, yaitu mudah rusak, usang dan hilang.

Sehubungan dengan hal di atas, maka pengendalian
atas persediaan sangat diperlukan dalam perusahaan.
Theodorus M Tuanakotta mengemukakan tentang penting-‘
nya pengendalian persediaan ini sebagai berikut :

1. Persediaan barang harus dilindungi (safeguard)
dengan baik. Perlindungan atas persediaan barang
tentunya berbeda antara satu barang dengan barang
lainnya.

2. Apakah pengaturan pembukuan atas persediaan di-
lakukan menurut perpetual inventory method. Di
dalam metoda ini catatan-catatan harus dibuat
sedemikian rupa sehingga mereka menunjukan bertam-
bah atau berkurangnya persediaan dan saldo perse-
diaan pada setiap saat.

3. Secara berkala perusahaan harus menghitung perse-
diaan barang yang ada dan cocokan persediaan menu-
rut kartu-kartu persediaan barang.

4. Persediaan barang-barang juga sebaiknya diasuran-
sikan terhadap resiko rusaknya barang-barang aki-
bat kebakaran, kebanjiran dan bencana-bencana
lainnya.

( 2 : hal 195)

Sedangkan Dra Tjintjin dalam buku terjemahannya
karya JB Hekert "Controllership", menyatakan sebagai

berikut :
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» ygntuk menghindari kekurangan dan koreksi persediaan

maka kelemahan pengendalian fisik atau karena kelema-

han sistem pengendalian intern, telah diberikan

beberapa usul sebagai berikut :

1. Memelihara tempat yang aman bagi bahan, semua ba-
han yang tinggi nilainya harus mendapat perhatian

khusus.

2. Pemindahan bahan dari satu lokasi ke lokasi lain
harus dilakukan sesuai dengan persetujuan manaje-
men, bahan-bahan hanya boleh dikeluarkan berdasar-
kan bon permintaan yang telah disetujui oleh
atasan yang berwenang.

3. Pemindahan tugas sehingga mereka yang menyelengga-
rakan catatan pembukuan tidak menangani penerimaan
atau pengeluaran bahan.

4. Mengadakan inventarisasi persediaan secara rotasi
dan hasilnya direkonsiliasikan dengan catatan
persediaan.

S. Mengharuskan auditor intern untuk melakukan pe-
nilaian secara mendalam mengenai sestem pengenda-
lian persediaan.

6. Menilai dan menganalisa catatan persediaan untuk
menetapkan setiap kelemahan yang mungkin terjadi.

7. Mengevaluasi tenaga Kkerja yang menangani perse-
diaan dan mengecek latar belakang mereka (bila
perlu).

8. Melakukan survai periodik mengenai keamanan perse-—
diaan dan mengeliminasi kesempatan berbuat curang.

( 4 : hal 449)

Dari penjelasan tentang sistem pengendalian
intern persediaan diatas dapat ditarik kesimpulan
bahwa sistem pengendalian intern persediaan sangat
penting di dalam perusahaan, dimana apabila sisten
pengendalian intern persediaan telah memadai maka ke
mungkinanan terjadinya penyelewengan atas persediaan

dapat dihindari.
2.3.4. Tujuan Sistem Pengendalian Persediaan
Sebenarnya kegiatan pengendalian persediaan ti-

dak hanya terbatas pada penentuan tingkat dan kompo-
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sisi dari persediaan, akan tetapi juga termasuk atas
pengendalian atas pelaksanaan pengadaan barang yang
diperlukan sesuai dengan jumlah dan waktu yang dibu-
tuhkan serta biaya yang rendah. Jadi kegiatan pe-
ngendalian persediaan meliputi perencanaan perse-
diaan, pengaturan penyimpanan, pengeluaran barang,
perlindungan dan pemeriksaan fisik.

Tujuan pengendalian atas persediaan di kemukakan
oleh JB Heckert dalam bukunya Controllership yang
dialih bahasakan oleh Dra. Tjintjin F.T.yaitu :
®» Usaha-usaha harus diarahkan kepada pengendalian
pada titik perolehan dan melibatkan dua tujuan utama
sebagai berikut :

1. Perencanaan dan pengendalian pembelian sehingga
hanya akan dibeli dan ditimbun bahan yang diperlu
kan atau dibutuhkan.

2. Pengendalian terhadap wewenang untuk pelaksanaan
produksi sehingga hanya dihasilkan produk dalam
kualitas dan jenis yang layak.

( 4 : hal 429)

Dari keterangan di atas jelas bahwa tujuan pe-
ngendalian persediaan adalah melakukan perencanaan
terhadap persediaan agar dapat diawasi dan dikendali-

kan.

2.3.5. Teknik-Teknik Pengendalian Intern persediaan
Seperti diketahui bahwa persediaan merupakan

barang yang harus tetap tersedia untuk kelancaran

aktivitas perusahaan, oleh karena itu setiap perusa-

haan haruslah dapat mempertahankan suatu jumlah -
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persediaan yang optimum untuk menjamin kelancaran
kegiatan perusahaan dalam jumlah dan mutu yang tepat
serta dengan biaya yang rendah.

Untuk dapat mengatur tersedianya persediaan pada
tingkat yang optimum maka diperlukan suatu teknik
pengendalian dari persediaan. Menurut J.B Hekert da-
lam bukunya Contollership yang diterjemahkan oleh
Dra. Tjintjin F.T. mengemukakan teknik-teknik pen-
gendalian intern persediaan sebagai berikut :
= Beberapa teknik pengendalian akuntansi dapat diper-

an oleh manajemen untuk mencegah terjadinya kon-
disi-kondisiyang menyimpang. Teknik-teknik khusus
yang dapat dipandang sebagai alat untuk mencapai pe-
ngendalian persediaan adalah sebagai berikut :

1. Penetapan titik persediaan minimum dan maksimum.
2. Menggunaan rasio perutaran persediaan (inventory
turnover).
3. Pertimbangan manajemen.
4. Analisa nilai.
5. Pengendalian budgeter.
( 4 : hal 430)

Penggunaan teknik-teknik pengendalian tersebut
disesuaikan dengan jenis persediaannya. Dengan adanya
teknik pengendalian persediaan ini diharapkan pimpin-
an perusahaan dapat mengatur persediaan pada tingkat
“yang optimum dengan jumlah dan mutu yang tepat serta
biaya yang rendah sehingga aktivitas perusahaan

tidak terganggu.
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2.4. Peranan Pemeriksaan Intern dalam mengefektifkan
Pengendalian Intern persediaan

Pengendalian intern adalah suatu kendali manaje-
men yang berfungsi memeriksa dan menilai efektivitas
dan kemampuan alat kendali lainnya, maka Jjangkauan
dari pada pengendalian intern meliputi pemeriksaan
dan penilaian kemampuan dan efektifitas sistem
pengendalian intern dalam organisasi dan kualitas
pencapaian dalam melaksanakan tanggung jawab yang
ditugaskan oleh manajemen.

Perhatian pemeriksaan intern dalam aktivitas
persediaan tertuju pada dua tingkat manajemen, yaitu:
- Operating Management (pelaksana)

- Top Management (pimpinan perusahaan)

Pada tingkat pelaksanaan, perhatian pemeriksaan in-
tern akan QdQititik beratkan pada pengelolaan perse-
diaan yang efektif yang di dalamnya tercakup penilai-
an persediaan baik secara fisik maupun secara prose-
dural. Untuk itu pemeriksaan intern berkewajiban un-
tuk melaksanakan pemeriksaan terhadap ketepatan
perhitungan jumlah fisik persediaan, memeriksa ba-
gian-bagian yang bertanggung jawab dalam pengadaan
bahan, memberikan informasi yang cukup mengenai
persediaan yang ada dalam perusahaan dan meningkatkan

efektivitas para petugas yang menangani persediaan.
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J.B. Hekert dalam bukunya Controllership yang
diterjemahkan oleh Dra. Tjintjin F.T. mengemukakan
tugas-tugas pemeriksaan intern yang lebih spesifik

sehubungan dengan persediaan sebagai berikut :

1. Sebagai anggota manajemen atau sebagai wakil dari
presiden direktur, membantu dalam penetapan kebi-
jaksanaan persediaan secara menyeluruh.

2. Sebagai koordinator dari rencana usaha, atau tak-
siran , atau anggaran perusahaan, memastikan bahwa
telah dikembangkan tingkat persediaan dan investa-
si yang realistis dan akan disesuaikan bilamana
perlu ; fungsi ini akan mencakup bukan saja angga-
ran menyeluruh tetapi juga data yang berhubungan
seperti :

a. Sasaran perputaran.
b. besar/jumlah yang ekonomis.
c. kuantitas pembelian.

3. Menyelenggarakan catatan persediaan yang dapat
dipakai.

4. Menyiapkan dan menetapkan prosedur pengendalian
yang diperlukan.

5. Menyiapkan dan menerbitkan laporan pengendalian
periodik yang reguler tentang posisi persediaan
untuk menjadi garis petunjuk bagi para eksekutif
langsung /1ini.

6. Menetapkan pengendalian intern yang diperlukan un-
tuk melindungi harta kekayaan dari kecurangan dan
pencurian.

7. Mengawasi audit khusus atau analisa bila perlu.

8. Mengawasi opname fisik persediaan tahunan.

9. Menetapkan metode perhitungan harga pokok perse-
diaan dan arus bahan yang bersangkutan.

10. Memastikan ketaatan yang perlu terhadap instruksi
berbagai badan penguasa sehubungan dengan cara
perlakuan terhadap persediaan dan pengungkapan
metode penilaian persediaan.

( 4 : hal 432)

Selanjutnya pada tingkat top management, peme-
riksa intern berperan dengan menggunakan keahliannya,
untuk memungkinkan pendekatan yang terbaik dalam

memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan

pengendalian intern persediaan. Pendekatan ini antara
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lain dengan menggunakan teknik-teknik ilmiah manaje-
men yang dapat dilaksanakan serta sistem komputerisa-
si, seperti yang dikemukakan oleh Victor Z Brink
yakni:
® At the higher level his -broad comcern in that we
are bringing the needed level of empertzse to the
divising of the best possible approach to inventory
problen. This best approach will include the applica-
tion of applicable management science techniques and
computer based systems ".
( 11 : hal 394)

Dengan demikian maka, peranan pemeriksaan intern
dalam pengendalian persediaan meliputi pemeriksaan
terhadap sejumlah aspek pengendalian intern perse-
diaan, sehingga dapat diketahui efektifitas sistem

pengendalian intern.
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BAB 111
OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Sejarah Perusahaan

Menelusuri sejarah berdirinya Perum Perhutani
unit III Jawa Barat tidak lah lengkap tanpa menghu-
bungkannya dengan sejarah berdirinya kantor wilayah
Departemen Kehutanan Jawa Barat. Hal ini dapat dime-
ngerti karena Perum Perhutani merupakan bagian dari
Departemen Kehﬁtanan.

Pada dekade 1945-1947 awal berdirinya Jawatan
Kehutanan hanya dapat menjalankan tugasnya di Sumate-
ra dan Jawa saja itu pun dengan susunan organisasi
yang sangat sederhana.

pDi Jawa Barat pada saat itu Jawatan Kehutanan
dipimpin oleh R.0. Nurhadi yang diangkat sebagai In-
spektur Kehutanan Bagian I Bandung dengan surat
ketetapan Menteri Departemen Kemakmuran tanggal 21
Ooktober 1945 No. 753/A/Keh. Pada masa Revolusi itu
tugas pokok Jawatan Kehutanan adalah turut memperta-
hankan De Facto Republik Indonesia dan menyelamatkan
harta kekayaan negara bersama Militer dan Pemerintah-
an Sipil lainnya.

Tahun 1947 di Jawa Barat dibentuk Negara Pasun-
dan, dan instansi Kehutanan berubah menjadi De Dienst

Van Bosweser Van Negara Pasundan yang dipimpin oleh



Ir. C.Y. Moel sampai tahun 1949. Pada tahun itu juga,
Kehutanan mulai disusun secara federatif. Pada per-
tengahan tahunnya dibentuk suatu bagian baru yang
disebut Planologi Kehutanan yang terpisah dari penge-
lolaan . Bagian Planologi Kehutanan ini dipimpin oleh
R.H. Odang Prawiradiredija.

Kemudian pada tahun 1951 terbit surat Keputusan
Jawatan kehutanan tertanggal 17 November 1951 Nomer
4212 yang memutuskan bahwa terhitung tanggal 1 Sep-
tember 1951 dibentuk Brigade Planologi di Indonesia
dimana Planologi Kehutanan Jawa Barat ditetapkan
sebagai Brigade I Planologi Kehutanan Jawa Barat yang
dipimpin oleh R. Oesman Nandika.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.
20/1952 yang menetapkan bahwa Jawatan Kehutanan di
Jawa /Madura dibagi-bagi menjadi beberapa Inspeksi
Kehutanan Bagian I. dengan R. Koesnawarso bertindak
sebagai Inspektur.

Pada tahun 1953, Kepala Jawatan kehutanan dengan
surat Keputusan pada tanggall Oktober 1953 No.
17777/KD/1/5 mengukuhkan susunan organisasi setiap
Inspeksi, sehingga mempertegas garis komando dan
koordinasi.

Pada tahun 1957 terbit Peraturan Pemerintah
No.64/1957 menetapkan penyerahan sebagian dari urusan

Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehuta-
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nan dan Karet Rakyat pada daerah-daerah Swatantra
Tingkat I. Maka berubahlah status Inspeksi Kehutanan
bagian I Jawa Barat Menjadi Dinas Kehutan Propinsi
Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat dengan R. Oes-
man Nandika selaku Kepala Dinas pertama.

Perum Perhutani didirikan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia No. 15 tahun 1972 (Lem-
baran Negara No. 20 tahun 1972), yang merupakan pe-
leburan dari Perusahaan Kehutanan Negara (P.N. Perhu-
tani Jawa Tengah dan Jawa Timur) yang masing-masing
didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI. No. 19
tahun 1961 untuk Jawa Timur.

Pada tanggal 10 Februari 1978, status Dinas Ke-
hutanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat berubah
menjadi Perum Perhutani Unit III Jawa Barat berdasar-
Xan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2
tahun 1978 dengan Kepala Unit pertama Ir. Suherman

Buhron.

3.2.Struktur Organisasi Perusahaan
Struktur organisasi dari suatu perusahaan diada-
kan untuk membantu mencapai tujuan-tujuan perusahaan
dengan menempatkan orang-orang Yyang tepat dengan
jabatan yang sesuai baginya dan memberikan suatu su-
sunan kerja yang menjamin berhasilnya perusahaan da-

lam mencapai tujuannya.
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Struktur organisasi merupakan perwujudan yang
menunjukan hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi
dan wewenang serta tanggung jawab yang berhubungan
antara satu sama lainnya dari orang yang diberikan
tugas atau tanggung jawab atas fungsi tersebut.

Perum Perhutani Unit III disusun menurut struk-
tur organisasi berdasarkan fungsi, hal ini dapat
dilihat dari aktivitas perusahaan dikelompokkan
dengan memisahkannya dalam biro-biro. Untuk 1lebih
jelasnya fungsi, tugas dan tanggung jawab yang ada di
struktur organisasi perusahaan antara lain dapat

dijelaskan sebagai berikut :

Kepala Unit

Kepala Unit beréugas untuk melgksanakan senua
rencana dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh
Direksi, memimpin dan mengurus Unit Perum Perhutani
yang ditugaskan oleh Direksi, dan menentukan cara-
cara pelaksanaan kebijaksanaan Direksi Perum Perhuta-
ni guna mencapai daya guna dan hasil guna yang opti-
mal.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit bertang-

gung jawab kepada Direktur Utama.
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Wakil Kepala Unit

Tugas Wakil Kepala Unit adalah untuk membantu Kepa-
la Unit dalam melaksanakan tugas-tugas memimpin
Unit yang ditugaskan Kepala Unit.

Secara khusus Wakil Kepala Unit bertugas mengkoor
dinasikan, membina dan mengawasi bidang-bidang
Pembinaan Hutan, Produksi, Industri, Keamanan, Hu
kum, Perlengkapan dan Perkantoran.

Apabila Kepala Unit berhalangan, Wakil Kepala
Unit bertindak mewakili Kepala Unit mengenai tugas-
tugas yang menyangkut hal-hal rutin.

Melaksanakan tugas—-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Unit.

Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Kepala Unit ber

tanggung jawab kepada Kepala Unit.

Biro Perencanaan

Biro Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala

Biro Perencanaan. Kepala Biro Perencanaan mempunyai

tugas, wewenang dan tanggung jawab membantu Kepala

Unit dalam bidang perencanaa yang meliputi :

Memimpin, mengurus dan mengendalikan Kkegiatan
Biro Perencanaan meliputi Pengukuran, Penataan
Hutan, Pembukaan Wilayah, Pengukuran Perpetaan,

perencanaan dan pengembangan, Perisalahan.
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- Memeriksan dan menilai RPKH, RKT yang disusun
oleh KSPHD.
- Memeriksa dan menilai RKTP yang disusun oleh KPH.
- Menyusun RKTP Unit.
- Menyusun perangkaan, membuat analisa, evaluasi
dan laporan bidang perencanaan.
- Melaksanakan tugas-tugas 1lain yang diberikan oleh
Kepala Unit.
- Mempertanggung Jjawabkan pelaksanaan tugasnya Kkepa
da Kepala Unit.
Kepala Biro Perencanaan membawahi :
- Seksi Perencanaan Umum.
- Seksi Pengukuran dan Pemetaan.
~ Seksi Perencanaan Prasarana.
- Seksi Perencanaan Hutan Daerah.
Dalam menjalankan tugasnya Kepala Biro Perencanaan
dibantu oleh staf Teknis dan staf Tata Usaha.
Biro Produksi
Biro Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Biro
Produksi. Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab
Kepala Biro Produksi adalah membantu Kepala Unit da-
lam bidang Produksi.
Tugas Kepala Biro Produksi antara lain :

- Memimpin, mengurus dan mengendalikan kegiatan Biro
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Produksi meliputi kegiatan eksploitasi hutan dan
usaha-usaha lain.

- Menyusun rencana kerja dan kebutuhan sarana, prasa
rana teknis bidang produksi.

- Memberikan bimbingan teknis dan mengawasan pelak-
sanaan petunjuk kerja bidang produksi kepada ad-
ministratur /KKPh.

- Memonitor dan menyusun laporan kemajuan pelaksa-
naan produksi oleh Adminstratur/ KKPH.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Biro Produksi di-

bantu oleh :

- Seksi Eksploitasi.

- Seksi Pembinaan Lingkungan.

Biro Pembinaan Hutan

Biro Pembinaan Hutan dipimpin oleh seorang Kepa-
la Biro Pembinaan Hutan. Tugas, wewenang dan tanggung
jawab Kepala Biro Perencanaan Hutan adalah membantu

Kepala Unit dalam bidang Pembinaan Hutan.

adapun tugas khusus Kepala Biro Pembinaan Hutan
antara lain sebagai berikut :

- Memimpin, mengurus dan mengendalikan Kkegiatan
Biro. Pembinaan Hutan meliputi Reboasasi, Rehabi-
litasi Hutan dan Pemeliharaan Hutan.

- Menyusun rencana kerja dan kebutuhan sarana dan

prasarana teknis.
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- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksa-
naan Reboasasi, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Hutan
physik di lapangan.

- Memonitor dan menyusun laporan kemajuan Pembina-
an Hutan oleh KPH.

- Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepa-
da Kepala Unit.

Susunan Biro Pembinaan Hutan terdiri dari :

- Seksi Reboasasi dan Rehabilitasi Hutan.

- Seksi Pembinaan Lingkungan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Biro Pembinaan

Hutan dibantu oleh staf teknis dan tata usaha.

Biro Pemasaran
Biro Pemasaran dipimpin oleh Kepala Biro Pemasa-
ran. Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala

Biro Pemasaran adalah membantu Kepala Unit dalam bi-

dang Pemasaran.

Secara khusus tugas Kepala Biro Pemasaran antara lain

sebagai berikut :

- Memimpin, mengurus dan mengendalikan kegiatan
Biro Pemasaran meliputi penjualan, pengujian dan
analisa pasar bagi hasil hutan kayu dan non kayu.

- Memberikan masukan bagi pengembangan Industri pe-

golahan hasil hutan.
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- Mengatur, membimbing, mengkoordinasikan dan meng-
awasi tugas pada seksi-seksi biro pemasaran.

- Memberikan bimbingan, petunjuk kerja dan melaksa-
nakan pengawasan kepada administratur/KKPH.

- Menyusun perangkaan, membuat analisa, evaluasi
dan laporan.

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Unit.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Biro Pemasaran di

bantu oleh staf Teknis dan Tata Usaha.

Biro Pemasaran terdiri dari :
- Seksi Penjualan.
- Seksi Pengujian.

- Seksi Analisa Pasar.

Biro Keuangan

Biro Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Biro
Keuangan. Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab
Kepala Biro Keuangan adalah membantu Kepala Unit da-
lam bidang Keuangan.

Secara khusus tugas Kepala Biro Keuangan antara
lain sebagai berikut :
- Memimpin, mengurus dan mengendalikan kegiatan

Biro Keuangan, antara lain menyusun konsep pedoman

kerja, JUKLAK dan JUKNIS bidang keuangan, Akuntansi
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dan bidang Data dengan berpedoman kerja JUKLAK dan
JUKNIS yang disusun Direksi.

- Menyusun rencana operasional dan rencana anggaran
belanja Biro Keuangan.

- Bertindak sebagai Bendaharawan Umum Keuangan Unit.

- Melaksanakan belanja perusahaan bérdasarkan angga-
ran dan peraturan Pembelanjaan serta pedoman kerja,
JUKLAK dan JUKNIS dari Direksi serta melaksanakan
pengelolaan Data, penyajian informasi dan manajemen
Akuntansi.

- Memberikan pertimbangan kepada Kepala Unit menge-
nai pemberian pinjaman, pengeluaran dan penerimaan
perusahaan.

- Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Biro
Keuangan dan membantu menyusun Laporan Perusahaan
untuk wilayah Unit.

- Mempertangungjawabkan pelaksanaan tugasnya Kkepa-
da Kepala Unit.

Kepala Biro Keuangan dalam melaksanakan tugasnya di-

bantu oleh staf Teknis dan Tata Usaha.

Susunan Biro Keuangan terdiri dari :
- Seksi Anggaran dan Pembelanjan.
- Seksi Data dan Informasi.

- Seksi Akuntansi.
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Biro Keamanan dan Agraria
Biro Keamanan dan Agraria dipimpin oleh seorang

Kepala .Biro Keamanan dan Agraria. Tugas, wewenang

dan tanggung jawab Kepala Biro Keamanan dan Agraria

adalah membantu Kepala Unit dalam bidang Kuhum Keama-
nan, Keagrariaan dan Kehumasan.
Adapun tugas khusus Kepala Biro Keamanan dan

Personalia antara lain sebagai berikut :

- Memimpin, mengurus dan mengendaliakan kegiatan Biro
Keamanan dan Agraria dalam usaha pengamanan hutan
dan urusan agraria, hukum dan kehumasan.

- Mengatur dan membimbing, mengkoordinasi dan meng-
awasi tugas seksi-seksi pada Biro Keamanan dan
Agraria.

- Memberikan bimbingan, petunjuk kerja dan melaksana-
kan pengawasan kepada Administratur/KKPH dalam pe-
ngurusan bidang keamanan, Kkeagrariaan, kehumasan
dan hukum.

- Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepa-
da Kepala Unit.

Susunan Biro Keamanan dan Agraria adalah sebagai
berikut :

~ Seksi Keamanan.

- Seksi Hukum dan Agraria.

- Seksi Humas.
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Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Biro Kea-
manan dan Agraria dibantu oleh Staf Teknis dan Tata

Usaha.

Kesatuan Pemangkuan Hutan
Kesatuan Pemangkuan Hutan dipimpin oleh seorang

Administratur Perhutani / Kepala Satuan Pemangkuan

Hutan.

Secara khusus Administratur Perhutani/ KKPH tugasnya

adalah sebagai berikut : ‘

- Menyusun Rencana Kerja Tahunan Perhutani (RKTP)
dan menyusun Rencana Pendapatan dan Belanja berda-
sarkan RKTP dan berdasarkan Rencana Pengaturan
Kelestarian Hutan (RPKH) wilayah kerjanya.

- Menyusun Rencana Operasional pelaksanaan tugas
dan rencana/program Kkerja yang telah ditetapkan
dalam bidang pengelolaan wilayah, Perencanaan Hu-
tan, Pembinaan Lingkungan, Industri, Pemasaran,
Teknik dan Perlengkapan, Keamanan dan Agraria, Per-
sonalia, Keuangan, Statistik, Kehumasan , Adminis-
trasi Umum dan lain-lain.

- Memimpin, melaksanakan, mengendalikan dan mengaman-
kan pelaksanaan rencana dan proram kerja serta
kebijaksanaan yang telah ditetapkan atasan.

- Melakukan bimbingan, pembinaan dan pengamanan ter-
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hadap personalia yang diperbantukan kepadanya ber-
dasarkan kewenangan yang diberikan.

- Bertindak sebagai Ordinatur di wilayah kerjanya.

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepa-
la Unit.

- Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada
Kepala Unit.

Dalam melaksanakan tugasnya Administratur
dibantu oleh 1 (satu)'atau lebih Ajun Administratur.
Untuk pelaksanaan tugas dilapangan Administratur
membawahi Asper (Asisten Perhutani)/Bagian Kesatuan
Pemangkuan Hutan dan Tempat Penimbunan Kayu

Hutan/TPKH.

Satuan Pengawasan Intern

Satuan Pengawasan intern dalam struktur organi-
sasi di Perum Perhutani Unit III tidak tampak, karena
Satuan Pengawasan Intern tidak memiliki tanggung
jawab kepada Kepala Unit akan tetapi langsung ber-
tanggung jawab Kepada Direktur Utama.

Satuan Pengawasan Intern (SPI) bertugas membantu
Direktur Utama dalam mengadakan penilaian atas sis-
tem pengendalian Pengelolaan (manajemen) dan pelak-
sanaannya pada perusahaan yang pada akhirnya memberi-

kan saran-saran perbaikan sebagai bahan untuk melak-
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sanakan penyempurnaan pengelolaan perusahaan yang

baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Satuan Pengawasan Intern yang ditempatkan di
Perum Perhutani Unit III dipimpin oleh Kepala Seksi
SPI yang bertanggung jawab Kepala SPI di Perum Perhu-
tani Pusat dan hasil kerjanya akan dilaporkan kepada
Direktur Utama.

Kepala Seksi SPI dalam menjalankan tugasnya di-
bantu oleh :

- Kepala Sub Seksi Bidang Keuangan, yang bertugas un-
tuk mengadakan pengawasan dan pemeriksaan keuangan.

- Kepala Sub Seksi Teknik Bangunan, bertugas un-
tuk mengadakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap
bangunan-bangunan yang dibuat oleh Perum Perhutani
sehubungan dengan usahanya seperti bangunan gédung,
jembatan, rumah dinas dan sebagainya.

- Kepala Sub Seksi Teknik Kehutanan, bertugas untuk
mengadakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap ha-
sil hutan mulai persemaian sampai dengan dijual.

Dalam melaksanakan suatu pemeriksaan Satuan

Pengawasan Intern membentuk tim kerja yang terbagi

atas :

- Penanggung jawab (Kepala SPI)

Pengawas (Staf Khusus)
- Ketua Tim (Kepala Seksi SPI)

- Anggota Tim (Staf SPI)
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3.3.

Pada umumnya pemeriksaan yang dilakukan oleh SPI
terbagi atas tiga jenis pemeriksaan yaitu :
1. Pemeriksaan rutin, pemeriksaan yang dilakukan se-
suai dengan yang telah direncanakan.
2. Pemeriksaan khusus, pemeriksaan yang diadakan yang
bersumber dari laporan~laporan dari pihak ketiga.
3. Pemeriksaan prioritas, pemeriksaan yang dilaku-
kan apabila Direksi meminta untuk diadakan peme-

riksaan atas bidang-bidang tertentu.

Metodologi Penelitian

Metodelogi penelitian yang digunakan dalam penu-
lisan skripsi ini merupakan metode deskriptif anali-
tis, dimana penulis berusaha untuk memperoleh data
dengan melihat keadaan yang sebenarnya mengenai pe-
laksanaan Pemeriksaan Intern dalam perusahaan, Kkhu-
susnya terhadap sistem pengendalian intern persediaan
hasil hutan.

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh
data primer dan data sekunder yang relevan dengan
masalah yang diteliti, yaitu yang khusus berkaitan
dengan pelaksanaan pemeriksaan intern serta pengaruh-
nya terhadap sistem pengendalian intern persediaan

hasil hutan.
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Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara :

- Penelitian lapangan (field research)

- penelitian kepustakaan (library research)

Penelitian lapangan dilakukan penulis dengan
tujuan untuk memperoleh data primer mengenai pelaksa-
naan pemeriksaan intern, kebijaksanaan yang ditetap-
kan perusahaan, serta prosedur Yyang berhubungan
dengan persediaan hasil hutan. langkah yang ditempuh
dalam penelitian lapangan adalah sebagai berikut :

a. Mengadakan wawancara dengan pejabat yang berhu-
bungan dengan objek penelitian untuk mengetahui
riwayat singkat perusahaan, struktur organisasi
perusahaan, Kkebijaksanaan-kebijaksanaan perusahaan
dalam mengelola hasil hutan, serta fungsi dan tu-
gas satuan pengawasan intern.

b. Membuat daftar pertanYaan untuk mendapat informasi
yang diperlukan dalam penelitian ini.

c. Melakukan pengamatan langsung atas pelaksanaan ke-
giatan yang berhubungan dengan objek yang diteli
ti.

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara
mempelajari literatur -literatur yang ada kaitannya
dengan pengendalian intern dan pemeriksaan intern.
Adapun tujuan dilakukannya penelitian kepustakaan
adalah untuk memperoleh data sekunder yang berguna

sebagai pedoman teoritis pada waktu melakukan peneli-
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tian lapangan serta untuk mendukung dalam melakukan
analisa data.

Dari data yang berhasil penulis kumpulkan,
penulis mencoba untuk mengadakan analisa dalam bab IV
(empat) dengan cara membandingkan antara teori yang
didapat dari penelitian kepustakaan (bab II) dengan
data yang terkumpul tersebut. Dari perbandingan
tersebut kemudiaan diambil suatu kesimpulan vyang
tujuannya apabila ternyata ada hal-hal yang kurang
maka penulis akan memberikan saran-saran dalam bab V
(lima) dengan harapan dapat bermanfaat bagi perusa-

haan dimasa yang akan datang.
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4.1.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

4.1.1. Aktivitas Usaha Perusahaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 36 tahun
1986 pasal 5 dinyatakan bahwa Perum Perhutani didiri-
kan dengan maksud untuk menyelenggarakan usaha di
bidang kehutanan, berupa barang dan jasa yang bermutu
dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak
serta turut aktif melaksanakan dan menunjang kebi-
jaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi
dan pembangunan pada umumnya.

Sifat usaha dari perusahaan adalah untuk menye-
diakan pelayanan bagi kemanfaatan umum sekaligus me-
mupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan per-
usahaan. Dengan demikian, dalam menjalankan aktivi-
tasnya Perum Perhutani mengadakan kegiatan-kegiatan
produksi berupa penanaman, pemeliharaan, ekploitasi
hutan serta pengelolaan. dan pemasaran hasil hutan.

Secara garis besar, pengelolaan hutan di wilayah
Perum Perhutani Unit III dilaksanakan melalui model-
model kebijaksanaan pengelolaan hutan yang dirancang

dapat mendukung kebutuhan 1lingkungan sekitarnya.



Kebijaksanaan tersebut dapat dijabarkan ke dalam pro-

gram kerja antara lain :

- membantu perluasan hutan rakyat guna meningkatkan
perbaikan kualitas lingkungan.

- memperluas intensifikasi pengelolaan hutan, penga-
nekaragaman tanaman dan hasil hutan, serta memper-
besar ekspor dalam rangka ,memperluas lapangan
kerja, menghasilkan nilai tambah dan meningkatkan
devisa negara.

- mempercepat rehabilitasi hutan di kawasan hutan
produksi maupun hutan lindung.

Untuk dapat menjalankan aktivitasnya Perum Per-
hutani Unit IITI Jawa Barat membagi kawasan wilayah
kerjanya menjadi 14 Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH).
Wilayah-wilayah kerja itu antara lain KPH Bandung
Utara, KPH Bandung Selatan, KPH Banten, dan KPH Bo-
gor. Secara umum KPH bertugas menangani kegiatan yang
bertalian dengan bidang pengolahan wilayah wisata,
produksi serta pemasaran.

Kawasan kerja Perum Perhutani Unit III Jawa Ba-
rat meliputi seluruh Hutan Negara yang terdapat di
dalam wilayah Daerah tingkat I Jawa Barat kecuali
Hutan Suaka Alam, Hutan Wisata dan Taman Nasional,
karena pengelolaan hutan-hutan ini dilakukan oleh

unit-unit pelaksana teknis Departemen Kehutanan Di-
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rektorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian
Alam (PHPA).

Berdasarkan fungsinya kawasan hutan yang dimi-
1iki oleh Perum Perhutani Unit III dapat dibagi men-
jadi :

1. Hutan lindung : 240.418 ha.
2. Hutan Produksi : 521.259 ha.

Kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani
Unit III terdiri dari :

1. Kawasan hutan tetap : 718.101 ha
2. Kawasan hutan cadangan

yang dikukuhkan : 43.475 ha
3. Kawasan hutan cadangan

yang belum dikukuhkan : 51.797 ha

Karena luas dan kompleksnya aktivitas yang d4i-
lakukan oleh Perum Perhutani, maka diperlukan adanya
koordinasi antara unit kegiatan yang terlibat. Tu-
juannya adalah untuk menjaga agar tujuan didirikannya
perusahaan dapat tercapai.

Dalam melaksanakan aktivitasnya Kesatuan Pemang-
kuan Hutan Bandung Utara yang menjadi objek peneli-
tian ini membawahi 7 Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan
(BKPH) atau Asisten Perhutani (Asper) yang merupakan
pelaksana lapangan untuk aktivitas-aktivitas khusus.

Ada Asper yang menangani bidang produksi dan ada juga
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Asper yang menagani bidang wisata. Asper yang me-
nangani bidang produksi disebut Asper produksi dan
yang menangani bidang wisata disebut Asper Wisata.
Asper Produksi membawahi beberapa tempat penimbunan
kayu (TPK) -- Asper Manglayang Barat membawahi 4
TPK, Asper Lembang membawahi 3 TPK, Asper Cisalak
membawahi 2 TPK, Asper Padalarang membawahi 13 TPK
dan Asper Cicalengka membawahi 1 TPK. Selain itu KPH
| Bandung utara juga membawahi Asper yang berfungsi
sebagai Asper pengelola hutan wisata seperti Tangku-

ban Perahu dan Dago.

4.1.2. Kondisi Umum tentang Persediaan Hasil Hutan

Hutan yang dikelola Perum Perhutani unit III
menghasilkan berbagai jenis hasil hutan sesuai dengan
kondisi hutan yang dikelola oleh masing-masing Kesa-
tuan Pemaﬁgkuan Hutan (KPH). Hasil hutan yang dipro-
duksi oleh Perum Perhutani terbagi menjadi dua jenis
hasil hutan, yaitu hasil hutan yang berbentuk kayu
dan hasil hutan non-kayu. Yang dimaksud dengan hasil
hutan kayu adalah hasil hutan yang berupa kayu mentah
seperti kayu jati, kayu pinus, kayu damar dan kayu
bakar. Sedang hasil hutan non-kayu adalah hasil hutan
yang tidak berbentuk kayu, akan tetapi dihasilkan
dari hutan. Hasil hutan non-kayu berupa getah pinus

yang merupakan bahan baku gondorukem dan terpentin.
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Hasil produksi Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH)
Bandung Utara hanya berupa hasil hutan kayu yaitu
kayu pinus. Kayu pinus yang dihasilkan tersebut pada
dasarnya dapat dikelompokan menjadi dua:

1. Kayu bernomor, yakni kayu yang memiliki garis ten-
gah 30 cm ke atas, tiap batangnya diberi nomer
tebangan dan nomor tempat penimbunan. Penomoran
ini dilakukan dengan tujuan agar dapat diketahui
jalannya kayu mulai dari penerimaan di tempat
penebangan sampai dengan saat dijual.

2. kayu tak bernomer, yaitu kayu yang mempunyai ukur-
an tertentu. Karena itu, kayu ini hanya didata

banyaknya dan dihitung kubiknya.

4.1.3. Kebijakan Manajemen dalam mengelola persediaan
hasil hutan

Sebagai Badan Usaha Milik Negara, Perum Perhuta-
ni unit III dalam melaksanakan semua kegiatannya di-
tujukan untuk mencari keuntungan sekaligu juga mem-
punyai misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyara-
kat. Tujuan sosial dan komersial ini dilaksanakan
secara selaras dan seimbang.

Agar tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai Perum
Perhutani menetapkan kebijakan dengan membentuk suatu

Tata Usaha Hasil Hutan yang merupakan rangkaian kegi-
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atan yang dilakukan atas hasil hutan yang diproduksi-

nya. Tata Usaha Hasil Hutan ini terbagi atas :

4.1.3.1. Tata Usaha Pegawai Penebangan

Penebangan kayu dilaksanakan oleh pegawai pene-
bangan, kegiatan penebangan ini harus sesuai dengan
Rencana Tebang Tahunan (RTT) yang disetujui oleh Biro
Perencanaan. Penebangan hasil hutan dilakukan dengan
tiga cara tebangan yaitu :

1. Tebang habis adalah pemungutan semua hasil hutan
yang dapat ditanami kembali.

2. Tebang pilih (penjarangan) adalah pengambilan ha
sil hutan yang dilakukan untuk perbaikan mutu
kayu dengan cara melakukan penebangan untuk kayu
yang mati, kayu sakit atau yang tergeletak di
atas tanah, memotong dari sebagian pohon yang
masih hidup untuk memelihara pohon yang lainnya.

3. Tebang tak sangka adalah penebangan ditempat yang
diperlukan untuk pembukaan jalan, rel kereta dan
sebagainya.

Sesuai dengan Rencana Tebang Tahunan (RTT) pe-
gawai tebangan melakukan penebangan di lokasi yang
telah ditentukan kemudian Mandor Tebangan melakukan
penerimaan kayu, dimana untuk kayu bernomer diterima
ditempat penebangan/ di dalam hutan. Kayu-kayu yang

diterima tersebut kemudian diberi tanda berupa :
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- Nomer tempat penebangan/ petak tebangan.

Kode BKPH.

- Nomer kayu.

- Ukuran dan isi.

Setelah kegiatan itu dilaksanakan maka Mandor Teban-
gan membuat daftar penerimaan Model DK 301 sebanyak 4
(empat) rangkap. Lembar pertama, kedua dan Kketiga
dikirim ke kantor BKPH/Asper dan lembar keempat di-
simpan sebagai arsip.

Untuk kayu tak bernomer akan diterima oleh Man-
dor Tebangan ditempat pengumpulan kayu dan kayu-kayu
tersebut diberi tanda berupa :

- Tempat penebangan/petak tebangan

- Ukuran

Setelah kegiatan ini selesai maka dibuat daftar pene-
rimaan Model Dk 302 sebanyak 4 (empat rangkap) dimana
lembar kesatu. kedua dan ketiga dikirim kekantor BKPH
sedang lembar keempat diarsip.

Kayu bernomer yang telah diterima ditempat pene-
bangan (didalam hutan) kemudian disarad /dihela ke-
tempat pengumpulan. Untuk itu dibuat -daftar penghe-
laan/sarad Model DK 303 yang dibuat 4 (empat) rangkap
yang prosedurnya sama seperti daftar penerimaan.

Setelah kayu terkumpul ditempat pengumpulan maka
dilakukan pengangkutan ketempat penimbunan. Proses

pengangkutan terjadi apabila jarak antara tempat pen-
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gumpulan kayu dengan tempat penimbunan kayu berjauhan

sehingga kayu-kayu tersebut diangkut menggunakan ken-

daraan. Akan tetapi apabila jarak antara tempat pe-
ngumpulan kayu berdekatan dengan tempat penimbunan
kayu maka proses pengangkutan kayu tidak terjadi.

Dengan keadaan demikian kayu-kayu yang diterima Man-

dor tebangan langsung disarat ke tempat penimbunan

kayu dan diserahkan kepada Mandor TPK dengan membuat
bukti sarat Model DK 303 sebagai bukti penyerahan
kayu.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dila-
pangan, pada dasarnya TPK yang berada di bawah KPH
Bandung Utara tidak melakukan proses pengangkutan
kayu menggunakan kendaraan karena kayu-kayu diterima
oleh Mandor TPK dari Mandor tebangan dengan proses
pensaratan.

Setelah semua prosedur di atas dilakukan, Mandor
tebangan melakukan pembukuan sebagai berikut :

1. Untuk kayu bernomor lembar keempat dari daftar pe-
nerimaan Model DK 301 yang diarsip, Mandor Tebang-
an mencatat semua pengurangan persediaan yang ter
jadi berdasarkan atas bukti daftar penghelaan/
pensaratan DK 303.

2. Untuk kayu tak bernomor, Mandor tebangan mencatat

berdasarkan DK 302.
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Pencatatan yang dibuat oleh Mandor Tebangan
tersebut di atas berupa daftar persediaan yang ter-
diri dari :

- Persediaan kayu bernomor di dalam hutan (DK 326)

- Persediaan kayu bernomer ditempat pengumpulan
(DK 327).

- Persediaan kayu-~-kayu tidak bernomer di tempat
pengumpulan (DK 328).

Daftar persediaan ini dibuat rangkap tiga, lem-
bar pertama, dan kedua dikirim ke kantor Asper/BKPH,
lembar ketiaga diarsip oleh Mandor Tebangan. Setelah
dilakukan pemeriksaan dan disetujui oleh kantor As-
per/BKPH, lembar kedua dikembalikan kepada mandor
tebangan (pembuat) sedang lembar pertama ditinggal

di kantor Asper/BKPH.

4.1.3.2. Tata Usaha Asisten Perhutani/Kepala Bagian
Kesatuan Pemangkuan Hutan
Semua bukti yang diterima dari Mandor Penebangan
pada tiap-tiap masa pembayaran (15 hari).Bukti-bukti
tersebut antara lain berupa :
1. Daftar penerimaan dan gabungannya
2. Daftar penghelaan dan gabungannya
3. Daftar pengangkutan dan gabungannya (bila ada)

4. Daftar persediaan hasil hutan
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Semua daftar ini harus diperiksa oleh Asper/BKPH
dengan seksama baik nomer petak tebangan, jarak
penghelaan, angkutan biasa maupun angkutan antara,
jenis sotirmen yang dibuat dan hitungan kubik. Kemu-
dian pada tiap-tiap bukti ini harus dibubuhi tanda
tangan oleh Asper/BKPH yang bersangkutan.

Berdasarkan daftar-daftar tersebut di atas As-
per/BKPH yang bersangkutan kemudian membuat daftar
perhitungan hasil hutan yang terjadi pada setiap pe-
riode pembayaran yang disusun dalam daftar perubah-
an/mutasi B (Model DK 311). Daftar perubahan/mutasi B
ini terdiri dari angka-angka yang menyatakan perhi-
tungan sisa persediaan Model DK 326, DK 327, dan DK
328 ditambah sisa DK 311/c.Daftar perubahan /Mutasi B
ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dimana lembar per-
tama dan lembar kedua bersama-sama surat bukti yang
diterima dari Mandor Tebangan, dan surat bukti penju-
alan bila ada harus segera dikirim kepada Administra-
tur/KKPH, lembar ketiga diarsip di kantor Asper.
Setelah disetujui dan ditanda tangani oleh Adminis-

tratur, lembar kedua kemudian dikirim kembali Kkepada

Asper /BKPH.
4.1.3.3. Tata Usaha Tempat Penimbunan Kayu
Tempat penimbunan kayu merupakan suatu lokasi

dimana kayu-kayu yang telah ditebang dan diterima
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oleh Mandor Tebangan kemudian disarat dan dikirim
oleh Mandor Angkutan(bila ada), kayu-kayu ini siap
untuk dijual.

Kayu-kayu yang diterima Mandor TPK harus dilaku-
kan pemeriksaan untuk memperoleh kepastian tentang :
- Tempat asal pengiriman
- Jenis dan golongan hasil hutan
- Jumlah batang, ukuran, isi dan beratnya
- Nomer tebangan terhadap kayu bernomer dimana harus

dibubuhi nomer tempat penimbunan, ukuran, kualitas
dan isi kubiknya pada penampang pucuk dari masing-
masing batang kayu dengan "Slagmerk" (palu nomer).
Pada saat penerimaan kayu-kayu bernomer diberi
nomer urut penimbunan. Nomer urut penimbunan ini
berlaku untuk satu tahun buku.

Kayu-kayu yang terkumpul di tempat penimbunan
dilakukan pengkaplingan yaitu pengelompokan kayu-kayu
yang siap dijual. Volume tiap kapling ditentukan oleh
yang berwenang dan setiap kapling baik daftar kapling
maupun fisik kayu diberi nomor urut TPK yang berlaku
untuk masa satu tahun. Daftar kapling Model DK 308
dibuat dalam rangkap 4 (empat) dimana lembar kesatu,
kedua dan ketiga dikirim ke Kantor Administratur,
sedang lembar kesatu diarsip.

Agar dapat diawasi adanya penambahan dan pengu-

rangan kayu yang terjadi di TPK, untuk itu diadakan
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pembukuan yang terdiri dari daftar DK 309 A untuk
membukukan kayu-kayu yang bernomer sertad untuk tiap-
tiap Jjenis kayu dan golongan sortimen disediakan
buku-buku pendukung sendiri-sendiri. Kayu-kayu yang
tidak bernomer dibukukan dalam buku penimbunan model
DK 309, yang pada tiap-tiap ruang atas dari halaman
tertulis Jjenis, sortimen, ukuran serta isi wuntuk
tiap-tiap batang.

Pada setiap akhir masa pembayaran, Kepala TPK
berdasarkan surat-surat bukti masa tersebut harus
mengadakan pencatatan dalam daftar Mutasi A (DK 310)
yang dibuat rangkap 3 (tiga), dimana lembar kesatu
dan kedua dikirim ke kantor Kesatuan Pemangkuan Hutan
disertai bukti-buktinya dan lembar ketiga diarsip.
Sisa dari tiap-tiap jenis hasil hutan yang termuat
daftar Mutasi A harus sesuai dengan 3jumlah persedian
yang tercatat dalam buku penimbunan (DK 309 dan DK

309 A).

4.1.3.4. Tata Usaha Penjualan Hasil Hutan

Aktivitas penjualan merupakan salah satu kegia-
tan yang sangat penting dalam operasi perusahaan.
Penjualan hasil hutan di Perum Perhutani dilakukan
setelah proses penebangan, penghelaan, pengangkutan

dan penimbunan dilakukan.
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Prosedur penjualan hasil hutan yang diterapkan
di kantor Kesatuan Pemangkuan Hutan Bandung Utara
dapat dibagi menjadi dua cara: (a) penjualan dengan
sistem kontrak (b) penjualan langsung (Penjualan di
bawah tangan). Penjualan kontrak dilakukan dengan
cara melakukan penandatanganan perjanjian Kkontrak
antara pihak pertama yaitu Perum Perhutani Unit III
dan pihak kedua adalah pihak pembeli. Perjanjian kon-
trak berisi kewajiban dan hak dari kedua pihak yang
berisikan jenis kayu, banyaknya kayu, panjang Kkayu,
volume kayu, kualitas kayu, harga satuan, cara penye-
rahaan dan batas waktu pembayaran serta masa berlaku-
nya kontrak.

Perjanjian kontrak penjualan dilaksanakan di
Kantor Unit Perum Perhutani Unit III. Setelah perjan-
jian disepakati, kemudian ditunjuk Kantor KPH yang
menjadi supplier hasil hutan tersebut. Kepala Kantor
KPH yang ditunjuk lalu membuat Berita Acara Penjual-
an (BAP) yang diserahkan kepada pembeli beserta fak-
tur penjualan Model DK 318 rangkap 4 (empat) di mana
faktur yang asli diserahkan kepada pembeli dan faktur
kedua untuk pembukuan dan faktur ketiga dan keempat
ke TPK sebagai perintah penyediaan kayu yang akan
dijual tersebut.

Transaksi penyerahan kayu dari Perum Perhutani

kepada pembeli dilakukan di TPK. Dimana pembeli harus
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membawa Berita Acara Penjualan beserta Faktur pembe-
lian dan daftar kapling ke TPK, dengan berdasarkan
BAP dan faktur pembelian tersebut Mandor TPK melaku-
kan penyerahan kayu sesuai dengan kontrak yang dise-
tujui. Apabila kayu-kayu tersebut hendak diangkgt
oleh pembeli maka Mandor TPK akan membuat surat PAS
jalan DK 441 dalam 4 (empat) rangkap, dimana lembar
kesatu dikirim ke BKPH, lembar kedua diarsip, lembar
ketiga dan lembar keempat diberikan ke pembeli.

Selain melakukan penjualan dengan sistem kon-
trak, Perum Perhutani juga menyelenggarakan penjual-
an hasil hutan dengan cara penjualan langsung. Penju-
alan langsung dilaksanakan atas dasar Surat Perintah
Penjualan (SPP) dari Direksi atau Unit atau Surat
Izin Penjualan Hasil Hutan (SIPHH) dari Administratur
atau KKPH.

Penjualan secara langsung (di bawah tangan) di-
lakukan dengan cara pembeli membuat permohonan pembe-
vlian hasil hutan yang ditujukan kepada Kepala KKPH
yang bersangkutan, dimana dalam pengajuan permohonan
tersebut disebutkan 7jenis kayu yang akan dibeli,
banyaknya serta ukurannya. Apabila disetujuinya pem-
belian tersebut maka kepala KKPH akan membuat bon
penjualan model 319 yang akan dibuat rangkap 4 (em-

pat) dimana yang asli diserahkan kepada pembeli,
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lembar kedua dan lembar ketiga untuk KPH dan keempat
dikirim ke TPK.

Semua penyerahan hasil hutan baik penjualan
melalui kontrak maupun penjualan langsung (dibawah
tangan) dilayani dengan sistem kapling, yaitu suatu
sistem pelayanan penjualan dengan cara membuat daftar
kapling (DK 308) yang mana daftar kapling yang akan
diserahkan telah ditentukan oleh yang berwenang
(vang menandatangani kontrak). Di kantor KPH lembar
kesatu ini dipergunakan untuk lampiran Surat Izin
Penjualan (SIP) terhadap penjualan langsung (penjual-
an di bawah tangan) dan lembar kedua diarsip oleh
kantor KPH.

Daftar kapling lembar keempat yang dipegang oleh
TPK harus diberi tanda (nama pembeli) untuk setiap
kayu yang laku terjual siap diangkut harus dicatat
pada arsip daftar kapling yang bersangkutan sedang
daftar kapling lembar keempat dan lembar kesatu diba-
wa pembeli. Untuk kayu bernomer harus dicoret setiap
nomer kayunya dengan tanda merah agar sisa nomer-
nomer kayu dan banyaknya hasil hutan yang belum dico-
ret menunjukkan sisa persediaan hasil hutan milik

pihak ketiga yang belum diangkat.
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4.1.4. Sistem Pengendalian Intern Hasil Hutan

Persediaan hasil hutan merupakan asset utama
Perum Perhutani dalam operasi perusahaan. Oleh karena
itu, hasil hutan tersebut haruslah dikelola dengan
sebaik~baiknya, sehingga ia dapat memberikan penda-
patan yang maksimal demi kelangsungan hidup perusa-
haan.

Agar didapat hasil yang maksimal dari pengelo-
laan persediaan hasil hutan, mesti ada suatu sistem
pengendalian intern atas hasil hutan. Sistem pengen-
dalian intern yang diterapkan di Perum Perhutani Unit
IIT mulai dari proses penebangan kayu, pengumpulan
kayu, penimbunan kayu sampai dengan penjualan dila-
kukan sesuai dengan tata usaha yang telah digariskan
oleh Direksi.

Sistem Pengendalian intern atas hasil hutan
yang diterapkan meliputi pencatatan terhadap setiap
terjadinya penyerahan hasil hutan, mulai dari tempat
penebangan, tempat penimbunan sampai dengan penjual-
an. Pencatatan dilaksanakan secara tersendiri oleh
masing-masing Mandor dan dilaporkan setiap 15 (lima
belas) hari sekali. Setiap terjadi pemindahan tang-
gung jawab atas hasil hutan kayu, diadakan perhitung-
an agar dapat dicegah kemungkinan adanya kehilangan

baik disengaja maupun berupa penyelewengan.
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Setiap daftar DK bernomor register dan dibuat
oleh penerima kayu diberi nomor dalam rangkap ter-
tentu dimana setiap rangkap akan dikirim kepada pihak
terkait sehingga setiap terjadi penyerahan atas kayu
tersebut dapat diawasi baik waktunya maupun jumlah-
nya.

Setiap kayu yang diterima akan disusun tata le-
tak penempatannya sesuai dengan jenis, ukuran, kua-
litas dan model kayu bernomer maupun kayu tidak ber-
nomer. Tujuan penyusunan ini agar setiap kayu yang
datang dapat diketahui dan dapat dibedakan dengan
kayu yang lama.

Untuk dapat menjamin bahwa setiap kegiatan di
tempat penebangan sampai dengan penjualan telah di-
lakukan sesuai prosedur yang digariskan, untuk itu
perusahaan menetapkan kebijaksanaan dilakukan peme-
riksaan Waskat sekurang-kurangnya satu tahun sekali.
Pemeriksaan ini dilakukan oleh suatu tim yang diben-
tuk oleh Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan dan apabila
dipandang perlu Kepala KPH pun akan ikut turun mela-
kukan pemeriksaan, dalam satu tim anggotanya minimal
ada 3 orang. Selain itu pemeriksaan Jjuga dilakukan
oleh satuan pengawasan intern yang meliputi pemerik-
saan fisik, pemeriksaan catatan dan pemeriksaan la-

pangan.
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4.1.4.1. Pemeriksaan ditempat penebangan

Untuk pemeriksaan di dalam hutan atau di tempat
penebangan, sebagai dasar pemeriksaannya diperguna-
kan mutasi model B untuk periode yang terakhir (diku-
rangi atau ditambah bukti-bukti yang baru), dilakukan
pengecekan atas kayu yang telah ditebang dimana untuk
kayu yang bernomer disesuaikan dengan DK 302. Apabila
persediaan habis kayu bernomer di petak tebangan di-
nyatakan habis, maka diadakan pemeriksaan silang an-
tara daftar DK 301 kolom jumlah ; batang dan M3 harus
sama daftar penghelaan DK 303 kolom jumlah dan ba-
tang.

Pemeriksaan di petak tebangan dimaksudkan untuk
menilai apakah pelaksanaan tebangan telah sesuai
dengan petunjuk kerja tebangan. Hal ini dilakukan
agar setiap penebangan dilaksanakan sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan. Apabila masih terdapat
persediaan hasil hutan tahun sebelumnya yang belum
diangkut maka harus diadakan evaluasi mengapa hal
. itu bisa terjadi. Dengan demikian pemeriksaan fisik
atas persediaan tersebut harus dilakukan.

Pemeriksaan atas semua bukti-bukti di petak te-
bangan juga dilakukan dengan tujuannya adalah untuk
menilai apakah mandor tebangan telah melakukan penca-

tatan secara tepat, baik berupa daftar persediaan
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kayu bernomer di tempat penimbunan kayu maupun daftar

persediaan kayu tak bernomer dikerjakan dengan baik.

4.1.4.2. Pemeriksaan ditempat Penimbunan Kayu (TPK)

Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pemeriksa
yang ditunjuk oleh Kepala KPH juga mencangkup peme-
riksaan atas hasil hutan ditempat penimbunan. Peme-
riksaan ini meliputi pemeriksaan secara fisik dengan
cara melakukan perbandingan antara jumlah phisiknya
dengan daftar mutasi A untuk meyakini benarkah jumlah
penambahan (kolom penambahan). Pemeriksa juga menga-
dakan penelitian di tempat-tempat penimbunan apakah
kayu telah disusun berkapling diblok-blok yang telah
ditentukan sesuai ukuran kayunya.

Pemeriksaan silang juga dilakukan dengan cara
membandingkan antara mutasi A kolom sisa dengan buku
penimbunan yang terdiri dari DK 309 untuk kayu tak
bernomer dan DK 309 A untuk kayu bernomer.

Karena ditempat penimbunap kayu berfungsi seba-
gai tempat pengiriman kayu yang telah dijual maka
pemeriksa juga mengadakan pemeriksaan atas hal terse-
but. Dalam melaksanakan pemeriksaan secara fisik dia-
dakan perbandingan dengan daftar kapling dan harus
diadakan penelitian apakah kayu-kayu yang telah laku
dijual (milik pembeli) sudah diberi tanda tersendiri

menurut ketentuan yang ada. Hal itu dilakukan untuk
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mencegah kemungkinan adanya kesalahan perhitungan fi-
sik akibat adanya kayu yang tercampur.

Tiap-tiap pemeriksaan hasilnya harus segera di-
susun Berita Acara Pemeriksaan Hasil Hutan Model DK
312. Apabila terdapat perbedaan antara jumlah phisik-
nya dengan catatan pembukuannya wmaka harus diberi
keterangan yang jelas. Berita Acara Pemeriksaan Ha-
sil Hutan dibuat dalam beberapa rangkap sesuai dengan
kebutuhan dengan ketentuan bahwa dari setiap hasil
pemeriksaan, lembar kesatu berita acara pemeriksaan
hasil hutan harus dikirim ke kantor unit disertai
penjelasan-penjelasan yang cukup.

Apabila dalam pemeriksaan ditemukannya adanya
perbedaan berupa Kkelebihan kayu, maka pada saat itu
harus dibukukan dalam buku persediaan hasil hutan
yang bersangkutan dengan melalui daftar pembetulan
Model DK 306. Akan tetapi apabila dalam pemeriksaan
ditemukan adanya kekurangan persediaan maka untuk
mengatasi hal tersebut diatur sebagai berikut :
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Hutan yang
dilaporkan oleh tim pemeriksaan yang dibentuk oleh
KKPH, maka berita acara tersebut dimasukan kedalam
buku Tata Usaha Hutan yang berlaku dengan tambahan
penjelasan.

Untuk penyelesaiaan masalah kekurangan perse-

diaan maka penelitian oleh tim yang berwenang melaku-
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kan pemeriksaan (Satuan Pengawasan Intern), apabila
dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa kwkurangan
tersebut bukan karena perbuatan yang tidak bertang-
gung jawab, maka kekurangan tersebut diusulkan peng-
hapusannya melalui prosedur yang berlaku. Setelah
usul penghapusan disetujui yang berwenang selanjutnya
melalui DK 306 dimasukkan ke DK 311 sebagai pengu-
rangan.

Sebaliknya apabila ternyata kekurangan tersebut
disebabkan oleh perbuatan yang tidak bertanggung ja-
wab, maka kekurangan tersebut dimasukkan ke dalam
Mutasi B DK 311 melalui daftar pembetulan DK 306
sebagai pengurangan. Nilai kekurangan tersebut diper-
tanggung jawabkan kepada penanggung jawab (pemegang
persediaan) ,beban pertanggung Jjawaban kekurangan
persediaan ini tetap menjadi beban yang bersangkutan
meskipun yang bersangkutan telah dipindahkan ke tem-
pat lain. Batas pengembalian persediaan ditetapkan
selambat-lambatnya 1 (satu)tahun setelah adanya kepu-

tusan dari Direksi Perum Perhutani.

4.1.4.3. Pemeriksaan Intern atas Hasil Hutan
Selain adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh
tim yang dibentuk oleh Kepala Kesatuan Pemangkuan

Hutan, pemeriksaan yang sangat penting adalah peme-
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riksaan yang dilaksanankan Satuan Pengawasan Intern,
dimana pemeriksaan ini dilakukan secara rutin terha-
dap setiap kegiatan di kantor Asper/BKPH, yang meli-
puti pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan pembukuan.

Pemeriksaan dilaksanakan dengan sistem pemerik-
saan mendadak datang ke lokasi sehingga apabila ada
kekurangan dapat segera diatasi. Pemeriksaan ini me-
liputi pemeriksaan di dalam hutan dengan melakukan
pemeriksaan atas keadaan tanaman yang sedang dirawat,
tanaman yang siap ditebang, selain itu juga mengada-
kan pemeriksaan silang antara catatan dengan pengece-
kan fisik persediaan.

Satuan Pengawasan intern yang di dalam struktur
organisasi berada di bawah Dirut dan bertanggung ja-
wab hanya kepada Dirut. Dalam melaksanakan fungsinya
anggota SPI ditempatkan di setiap Kantor Unit yang
dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasi ) SPI. Adapun alasan
penempatan anggota SPI di Kantor Unit karena menurut
sejarah dibentuknya SPI di Perum Perhutani, sebelum
adanya SPI, untuk setiap Biro Keuangan dibentuk Seksi
Pengawasan Keuangan yang tugasnya melakukan pemerik-
saan dan pengawasan di Biro Keuangan. Melihat kedu-
dukannya di bawah Biro Keuangan maka Seksi Pengawa-
san Keuangan ini sifatnya tidak independen sehingga

dibentuk Satuan Pengawasan Intern yang merupakan
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peleburan dari Seksi Pengawasan Keuangan dan kedu-
dukannya diangkat menjadi langsung di bawah Dirut dan
sifatnya Independen.

Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Satuan Penga-
wasan Intern terbagi atas tiga jenis pemeriksaan yang
meliputi (1). Pemeriksaan Rutin, (2). Pemeriksaan
khusus dan (3) pemeriksaan prioritas. Pemeriksaan
rutin merupakan pelaksanaan pemeriksaan yang telah
direncanakan dalam Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan
‘(RKPT). Dimana RKPT dibuat oleh Kepala Seksi SPI dan
disetujui oleh Kepala SPI. Adapun isi dari RKPT ada-
lah kumpulan rencana pemeriksaan bulanan dalam satu
tahun yang meliputi Biro, KPH, Asper yang akan diper-
iksa dan bidang pemeriksaan yang dilakukan.

bidang pemeriksaan yang menjadi penekanan peme-
riksaan SPI terbagi atas 6 (enam) yaitu :

1. Riksus/ Agraria / Keamanan

2. Investasi/ Produksi/ Pemeliharaan Barang

3. Industri/ Pemasaran

4. Keuangan dan Akuntansi

5. Pembinaan Hutan/ Perencanaan Hutan

6. Personalia/ Perkantoran

Dalam setiap pemeriksaan rutin terhadap objek yang
diperiksa minimal dilakukan 3 kali pemeriksaan dalam
satu tahun, dengan penekanan bidang pemeriksaan ter-

tentu. penulis melihat bahwa dalam satu tahun tidak
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semua bidang pemeriksaan pada satu KPH dilaksanakan
seluruhnya. Hal itu terjadi karena luasnya bidang
pemeriksaan yang harus dilakukan sehingga tidak semua
aktivitas dapat diperiksa.

Jenis pemeriksaan yang kedua yakni pemeriksaan
khusus adalah pemeriksaan yang dilaksanakan Satuan
Pengawasan Intern apabila menerima laporan dari pihak
tertentu dimana yang menjadi objek pemeriksaan biasa-
nya orang tertentu yang dicurigai melakukan penyele-
wengan. Laporan yang diterima biasanya melalui Kotak
Pos 5000. Apabila suatu laporan dianggap perlu menda-
pat perhatian khusus maka Satuan Pengawasan Intern
akan melakukan pemeriksaan atas orang dicurigai
tersebut dengan cara melakukan pemeriksaan secara
rahasia sehingga apabila laporan tersebut tidak benar
dapat dijaga kerahasiaan laporan tersebut.

Adapun jenis pemeriksaan yang ketiga adalah pe-
meriksaan prioritas yaitu pemeriksaan yang dilakukan
Satuan Pengawasan Intern apabila Kepala SPI memerin-
tahkan diadakan pemeriksaan untuk bidang tertentu.
Hal ini terjadi apabila Kepala SPI melaksanakan peme-
riksaan di suatu unit kegiatan tertentu dan melihat
adanya sesuatu yang kurang beres sehingga ia memerin-

tahkan untuk diadakan pemeriksaan.
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Setiap jenis pemeriksaan yang dilaksanakan me-
merlukan prosedur pemeriksaan tertentu sesuai dengan
jenisnya. Untuk pemeriksaan rutin, sebelum melakukan
pemeriksaan dilapangan Ketua Tim membuat "motivasi"
semacam petunjuk awal yang berisikan dasar pertim-
bangan dilakukan pemeriksaan, rencana waktu peme-
riksaan dan anggota tim yang akan melakukan pemerik-
saan. Motivasi yang dibuat Ketua Tim harus disetujui
oleh Kepala SPI yang merupakan dasar untuk mendapat-

kan surat tugas.

4.2. PEMBAHASAN

4.2.1. Sistem Pengendalian Intern Persediaan Hasil Hutan

Hampir setiap perusahaan pada dasarnya memiliki
suatu sistem pengendalian intern, namun tidak semua
perusahaan telah memiliki sistem pengendalian intern
yang memadai. Atas dasar tersebut penulis mencoba
untuk mengadakan pembahasan tentang sistem pengenda-
lian intern hasil hutan di Perum Perhutani Unit III
khususnya pada kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ban-
dung Utara.

Dalam melaksanakan pengelolaan hasil hutan di
Perum Perhutani Unit III, Kkhususnya di KPH Bandung

Utara, menurut pengamatan penulis, KPH Bandung Utara
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telah memiliki sistem pengendalian intern atas hasil
hutannya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya keten-
tuan, pedoman prosedur serta kebijaksanaan yang telah
ditetapkan oleh pimpinan. Sebagaimana telah diterang-
kan dalam bab II, sistem pengendalian intern didefi-
nisikan sebagai seluruh metoda, ketentuan dan langkah
yang terkoordinasi yang bertujuan untuk melindungi
harta milik, mencek kecermatan dan keandalan data
akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong
ditaatinya kebijaksanaan yang digariskan.

Dalam pelaksanaan di lapangan, walaupun pimpinan
telah menggariskan pedoman, ketentuan, prosedur serta
kebijaksanaan, akan tetapi suatu sistem pengendalian
intern yang memadai masih memerlukan adanya persya-
ratan lain seperti yang dikemukakan oleh Theodorus M
Tuanakotta dalam bukunya "Auditing Petunjuk Pemerik-
saan Akuntan Publik", sistem pengendalian intern yang
memuaskan harus memenuhi tiga persyaratan, yaitu :

1. Prosedur 2. Pelaksana 3. Pemisahan tugas.

Agar dapat dipastikan 1lebih jauh apakah persya-
ratan ini telah dipenuhi maka penulis akan melakukan
pembahasan berdasarkan urutan aktivitas Tata Usaha

Hasil Hutan yaitu :
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4.2.1.1. Di tempat Penebangan

Di tempat penebangah hasil hutan dapat penulis

simpulkan bahwa persyaratan sistem pengendalian in-

tern yang dikemukakan oleh Theodorus M Tuanakotta

telah terpenuhi hal ini dapat penulis paparkan seba-

gai berikut :

a.

Prosedur

Di tempat penebangan syarat yang pertama ini telah
terpenuhi, hal ini dapat dilihat dengan adanya
tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang telah
digariskan dalam melaksanakan penebangan. Prosedur
ini meliputi :

- penebangan harus dilaksanakan sesuai dengan ren-

cana Tebangan tahunan (RTT) yang digariskan oleh
Biro Perencanaan dan penebangan dilakukan pada
petak yang telah ditetapkan, jumlah yang telah
direncanakan serta jenis tebangan yang akan di-
laksanakan. Jenis tebangan yang biasanya dite-
rapkan adalah tebang habis atau tebang pilih
(penjarangan).

Kayu bernomer diterima oleh Mandor Tebangan
di dalam hutan/di tempat penebangan dan kayu tak
bernomer diterima ditempat pengumpulan. Setelah
diadakan penerimaan maka Mandor harus membuat

bukti terima DK 301 dan 302. Kayu-kayu yang
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diterima harus diberi tanda berupa nomer petak
tebangan, kode BKPH, nomer Kkayu ukuran serta
isi.

- Setelah kayu-kayu terkumpul maka Mandor tebangan
mengadakan pensaratan ke tempat pengumpulan.
aApabila kayu telah disarat/dihela maka dibuat
bukti daftar syarat Model DK 303. Apabila kayu
telah terkumpul maka akan diadakan pengangkutan
oleh Mandor angkutan. Untuk itu mandor tebangan
harus membuat bukti penyerahan barang DK 304.
Dalam kenyataannya, terkadang angkutan tidak
selalu diadakan. Hal ini terjadi karena lokasi
TPK berdekatan dengan lokasi penebangan sehingga
dari hutan langsung disarat ketempat pengumpulan
kayu.

b. Pelaksana
Pelaksana yang cakap dan Jjujur merupakan un-
sur yang sangat penting dalam terlaksanakanya
sistem pengendalian intern yang memadai. Untuk
mendapatkan pegawai yang cakap maka pegawai-pe-
gawai tebangan diberikan kursus-kursus dan lati-
han-latihan yang sesuai dengan kebutuhannya. Lati-
han/kursus ini meliputi cara penebangan, pemotong-

an,taksasi, pengujian kayu dan lain-lain.
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c. Pemisahan Tugas
Persyaratan yang ketiga ini merupakan unsur yang
sangat penting, karena apabila ada perangkapan
fungsi maka adanya penyelewengan bisa terjadi. Un-
tuk itu ditempat penebangan pemisahan fungsi dapat
dilihat dari adanya pemisahan antara yang melaku-
kan penebangan dengan yang penerimaan dan adanya
pemisahan antara bagian membuat dokumen dengan
vang mengadakan pengangkutan.
Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa di
tempat penebangan bisa dikatakan bahwa telah memenuhi
persyaratan pengendalian intern yang memadai sehingga

adanya kolusi, penyelewengan dapat dicegah.

4.2.1.2. Di kantor Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan/
Asper

Secara umum untuk kantor Bagian Kesatuan Pemang-
kuan Hutan/Asper hanya bertugas melaksanakan peneri-
maan bukti-bukti yang berasal dari Mandor Tebangan
dan Mandor Tempat Pengumpulan kayu. Dengan demikian,
kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan di lapang-
an, Asper/BKPH hanyalah bertindak sebagai pengawas
saja.

Bila dihubungkan dengan prasyarat sistem pengen-
dalian intern yang memadai maka dapat dijelaskan

sebagai berikut :
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a.

Prosedur

Dalam hal ini tindakan atau cara kerja yang diga-

riskan yang harus dilaksanakan di kantor BKPH/As-

per berupa :

- Mengadakan penerimaan bukti-bukti dari Mandor
tebangan dan Mandor TPK berupa daftar peneri-
maan DK 301‘dan DK 302, daftar penghelaan DK
303, dan daftar persediaan hasil hutan DK 326,
DK 327 dan DK 328.

- Semua daftar yang diterima harus diadakan pe-
meriksaan baik nomor petak tebangan, Jjarak
penghelaan, dan tiap-tiap daftar tersebut harus
diberi tanda tangan.

- Berdasarkan daftar-daftar tersebut, Asper/BKPH
harus membuat daftar perubahan atau mutasi B
yang harus disampaikan kepada Administra-
tur/Kesatuan Pemangkuan Hutan.

Pelaksana

Pelaksana yang cakap yang dibutuhkan oleh perusa-

haan dalam hal ini yang diperlukan sebagai pelak-

sana di kantor Bagian Pemangkuan Hutan merupakan
pelaksana yang harus memahami kegiatan lapangan,
sehingga karyawan yang bekerja harus mengikuti
training-training yang dalam pelaksanaannya secara

bergilir pegawai diikut sertakan.
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c. Pemisahan Tugas
Di kantor BKPH pemisahan tugas tidak terlihat
jelas karena pada umumnya kegiatan yang dilaksana-
kan lebih mengarah kepada kegiatan administrasi.
Adapun pemisahan tugas yang terjadi adalah antara
yang melakukan pencatatan dengan yang memuat lapo-

ran.

4.2.1.3. Di tempat penimbunan kayu
Di tempat penimbunan kayu yang dapat dijelaskan
bahwa prasyarat sistem pengendalian intern yang mema-
dai pelaksanaanya dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Prosedur
Langkah kerja yang dilaksanakan di tempat Penimbu-
nan Kayu meliputi :

- Melakukan penerimaan kayu yang berasal dari Man-
dor tebangan dimana kayu kayu tersebut disarat
dari tempat pengumpulan ke tempat penimbunan dan
Mandor TPK akan menerima bukti berupa DK 303.
Apabila dilaksanakan pengangkutan maka akan dite-
rima bukti berupa DK 304. Untuk KPH Bandung Utara
tidak melakukan prosedur pengangkutan.

- Membuat nomor urut penimbunan yang berlaku untuk
satu tahun buku.

- Mengadakan pengaplingan atas kayu-kayu yang dite-

rima dan melaporkannya kepada Administratur se-
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b.

bagai dasar laporan kayu yang siap dijual pen

jualan.

- Mengadakan dan membuat daftar mutasi A sebagai

dasar pehgawasan dan langsung mengirim kepada
Kantor Kesatuan Pemangkuan Hutan.

Pelaksana

Pelaksana yang cakap didapat dengan cara melakukan
pelatihan-pelatihan dan pendidikan-pendidikan se-
suai dengan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tu-
gas di tempat pengumpulan kayu yang meliputi pe-
latihan untuk pengkaplingan, sortimen, pengujian
dan lain-lain sehingga pegawai dapat menjalankan
tugasnya dengan kemampuan yang tinggi.

Pembagian tugas

Pembagian tugas yang merupakan syarat ketiga yang
dikemukakan oleh Tuanakotta, di tempat penimbunan
kayu masih terlihat kekurangan, karena pelaksana
yang melaksanakan penerimaan, pencatatan dan pela-
poran dilakukan oleh seorang yaitu Mandor TPK.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa

vyang dikemukankan oleh Tuanakotta telah hampir semua-

nya dilaksanakan, hanya di tempat penebangan kayu

masih terlihat kekurangan dimana tidak adanya pemisa-

han fungsi.

Sistem Pengendalian Intern dianggap telah mema-

dai apabila manajemen telah dijalankan secara konsis-
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ten unsur-unsur sistem pengendalian intern perusa-
haannya. Dalam hal ini Alvin A. Arens dalam bukunya
Auditing yang diterjemahkan oleh Drs.Ilham T. menya-
takan bahwa 5 (lima) unsur pengendalian intern yang
memadai meliputi.pembagian tugas yang jelas, prosedur
otorisasi yang jelas, dokumen dan catatan yang mema-
dai, pengendalian fisik atas aktiva tetap dan catatan
serta pengecekan pelaksanaan tugas yang terpisah.
Sesuai dengan permasalahan yang diangkat yaitu
tentang persediaan hasil hutan maka unsur-unsur sis-
tem pemeriksaan intern atas hasil hutan yang diterap-
kan di perusahaan yang menjadi objek penelitian telah
memenuhi unsur-unsur tersebut. Hal ini dapat terlihat
dalam pembagian tugas yang telah dijelaskan di atas.
Sedangkan untuk unsur-unsur yang lain dapat dijelas-
kan sebagai berikut :
a. prosedur otorisasi yang jelas
rosedur otorisasi yang diterapkan di perusahaan
dapat dilihat dari semua dukumen (DK) yang dike-
luarkan oleh masing-masing unit kegiatan, seperti
dukumen yang dikeluarkan Mandor Tebangan (DK‘301,
DK 302, DK 303, DK 308, DK 326, DK 307, dan DK
328), dukumen yang dikeluarkan oleh mandor tempat
penimbunan kayu ( DK 309a, DK 310). Semua dokumen

yang dikeluarkan telah dilakukan otorisasi sehing-
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ga dapat dicegah adanya dokumen yang tidak se-
layaknya dikeluarkan.

dokumen dan catatan memadai

Dalam hal ini perusahaan telah menetapkan adanya
dokumen yaitu daftar model DK yang harus dikeluar-
kan apabila adanya pemindahtanganan atas kayu
sehingga tanggung jawab atas kayu-kayu tersebut
dapat terlihat dengan jelas. Dokumen-dokumen be-
rupa DK telah diberi nomor register, dimana setiap
nomor DK yang dikeluarkan hanya dapat dikeluarkan
oleh pihak yang berwenang. Adapun pencatatan telah
dilakukan sesuai dengan tugasnya yaitu untuk Man-
dor Tebangan harus membukukan daftar persediaan
sesuai dengan persediaan kayunya. Untuk kayu ber-
nomor di dalam hutan pencatatan dilakukan dengan
membuat DK 326, persediaan kayu bernomor di tempat
pengumpulan dibuat 'pencatatan DK 327 dan untuk
persediaan kayu tidak bernomor dicatat pada DK
328. Sedangkan pencatatan di kantor Asper/KBKPH
dengan melakukan pencatatan berupa daftar mutasi B
yang di dalamnya berisi perhitungan sisa perse-
diaan hasil hutan. Dan pencatatan pun dilakukan di
TPK dengan membuat daftar mutasi A.

pengendalian fisik dan aktiva tetap dan catatan
Pengendalian fisik atas aktiva tetap (persediaan

hasil hutan) dilakukan dengan cara melakukan stock
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opmane sedikitnya satu tahun sekali. Dalam melaku-
kan pemeriksaan fisik atas persediaan dilaksanakan
oleh tim Waskat maupun oleh Satuan Pengawasan In-
tern, pemeriksaan ini didasarkan atas mutasi B
(untuk ditempat penebangan dan tempat pengumpulan)
Mutasi A untuk pemeriksaan di tempat penimbunan.
Pengecekan pelaksanaan tugas yang terpisah
Pengecekan atau pemeriksaan yang dilakukan atas
hasil hutan yang diterapkan di perusahaan adalah
dengan melaksanakan pemeriksaan minimal satu kali
dalam satu tahun dimana tim Waskat ditentukan oleh
Kepala KPH yang bersangkutan dan terdiri paling
sedikit 3 orang. Pemeriksaan ini meliputi pemerik-
saan fisik maupun catatan. Selain pemeriksaan yang
dilakukan oleh tim tersebut pemeriksaan juga di-
laksanakan oleh suatu unit Satuan Pengawasan In-
tern, akan tetepi pemeriksaan yang dilaksanakan
Satuan Pengawasan Intern tidak hanya terhadap
persediaan hasil hutan saja akan tetapi juga peme-

riksaan pos-pos perkiraan yang lain.

4.2.1.4. Penjualan hasil Hutan

Sesuai dengan pendapat Drs. La Midjan dalam bu-

kunya Sistem Informasi Akuntansi, yang menyatakan

bahwa aktivitas dari fungsi penjualan yang merupakan
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sistem akuntansi penjualan harus didukung oleh prose-
dur :

- Penerimaan barang

- Pengiriman barang

- Pencatatan akibat adanya penjualan

Di Perum Perhutani Unit III penerimaan order
penjualan dilakukan oleh Kantor Unit maupun Kantor
Kesatuan Pemangkuan Hutan yaitu dengan sistem penjua-
lan kontrak maupun penjualan langsung. adapun pengi-
riman barang dilaksanakan di Tempat Penimbunan Kayu
yang telah ditentukan, dimana kayu yang dikirim se-
suai dengan daftar kapling yang bawa oleh pembeli.

Adapun pencatatan atas persediaan hasil hutan
akibat adanya penjualan dilakukan oleh Mandor TPK
yaitu dengan cara melakukan pencatatan pada DK 310
atau daftar Mutasi A pada kolom pengurangan berdasar-
kan surat Pas yang dibuat oleh Mandor TPK.

Pada dasarnya pengendalian intern penjualan ha-
sil hutan yang dimiliki Perum Perhutani Unit III da-
pat dikatakan cukup memadai, hal ini terlihat dari
penerimaan order yang dilakukan oleh Kantor Unit atau
Kantor KPH, pengiriman kayu dilakukan oleh Mandor
TPK. Akan tetapi pemisahan fungsi yang menjadi salah
satu syarat sistem pengendalian intern yang memadai

masih belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal itu dapat
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dilihat dari tugas yang dilaksanakan oleh Mandor TPK
dimana Ia yang melaksanakan pengiriman, pengeluaran
Pas Jalan, membuat pencatatan dan membuat laporan DK
310 atau daftar Mutasi A.

Menurut pendapat penulis, seharusnya ada peni-
sahan fungsi antara yang melakukan pengiriman dan
pembuatan Pas Jalan dengan yang melaksanakan penca-
tatan dan pelaporan. Tujuannya agar dapat diadakan
pemeriksaan silang dalam Tata Usaha penjualan hasil

hutan.

4.2.2. Pemeriksaan Intern Hasil Hutan

Pemeriksaan intern sebagaimana disimpulkan dalam
bab II merupakan kegiatan penilaian yang tidak memi-
hak terhadap seluruh aktivitas usaha perusahaan seca-
ra berkesinambungan, sedang yang menjadi objek pe-
nilaiannya adalah metoda-metoda, prosedur-prosedur,
catatan keuangan dan kebijaksanaan yang digariskan
oleh pimpinan. Di Perum Perhutani, pemeriksaan dila-
kukan oleh suatu unit yang independen yang dinamakan
Satuan Pengawasan Intern.

Satuan Pengawasan Intern (SPI) adalah satu unit
kegiatan perusahaan yang berfungsi untuk membantu
manajemen dalam melakukan pemeriksaan, Adapun hasil
pemeriksaan yang dihasilkan merupakan informasi yang

dapat menjadi landasan untuk membantu manajemen dalam
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melakukan tindakan. Fungsi SPI tersebut telah sesuai
dengan fungsi pemeriksaan intern yang dikemukakan
oleh Drs. Irsan Yani MASc. Menurutnya, fungsi peme-
riksaan intern membantu pihak manajemen dengan jalan
memberikan informasi yang bisa menjadi landasan tin-
dakan manajemen.

Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh SPI sangat
penting artinya bagi Manajemen, hal ini sesuai dengan
pendapat yang dikemukakan oleh J.B. Heckert dalam
bukunya Controllership, dimana faktor yang menjadi
indi-kasi pembentukan suatu unit pemeriksaan intern
antara lain bertambah luasnya operasi perusahaan,
operasi perusahaan dilakukan dibeberapa tempat serta
pimpinan perusahaan menghendaki informasi mengenai
aspek penting yang terjadi dalam perusahaan. Sesuai
dengan pendapat diatas, dalam hal Satuan Pengawasan
Intern di Perum Perhutani sangat membantu manajemen
dalam melaksanakan pemeriksaan dikarenakan pemerik-
saan tidak dapat dilaksanakan langsung oleh manajemen
karena luasnya aktivitas yang dilaksanakan oleh peru-
sahaan, operasi perusahaan dilaksanakan dibeberapa
tempat yaitu terbagi atas Perum Perhutani Unit I,
Unit II dan Unit III sedangkan Unit III sendiri
memiliki 14 Kesatuan Pemangkuan Hutan yang masing-

masing memiliki aktivitas yang beragam.
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Dengan ditempatkan anggota SPI disetiap Kantor
Unit, dimana pemeriksaan yang dilaksanakan oleh ang-
gota SPI tersebut setiap tahun dilakukan oleh orang-
orang yang sama. Menurut penulis hal tersebut bisa
mengurangi tingkat independesi pemeriksa sehingga
bisa mengakibatkan kurang wibawa pemeriksa karena
objek yang diperiksa sudah mengenal tim pemeriksa
tersebut. Dengan kondisi tersebut penulis mengusulkan
agar anggota SPI yang berada di setiap Kantor Unit
ditarik ke Kantor Pusat karena pemeriksaan dapat di-
laksanakan langsung dari Kantor Pusat dan tim peme-
riksa yang melakukan pemeriksaan tidak hanya melaku-
kan pemeriksaan di kawasan yang sama.

Dalam melaksanakan Jjenis-jenis pemeriksaan, Sa-
tuan Pengawasan Intern melaksanakan sesuai dengan
program pemeriksaan yang telah diatur dalam rencana
pemeriksaan. Sesuai dengan definisi program pemerik-
saan yang dikemukakan oleh Theodorus M Tuanakotta
dimana program pemeriksaan merupakan daftar-daftar
pemeriksaan yang akan dilakukan. Program pemeriksaan
Satuan Pengawasan Intern meliputi tujuan pemeriksaan
yang dilaksanakan, bidang-bidang yang mendapat perha-
tian serta prosedur pemeriksaan. Program pemeriksaan
ini digunakan sebagai pedoman kerja pemeriksaan agar
dapat dicapai pemeriksaan yang efisien baik dari segi

anggaran maupun waktu yang diperlukan.
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Setelah melaksanakan semua prosedur pemeriksaan
maka langkah akhir yang sangat penting dari pemerik-
saan adalah laporan dari pemeriksaan kepada pimpinan
perusahaan, sesuai dengan pendapat yang dikemukakan
oleh James A Cushin yang menyatakan " More internal
Auditors are reporting to higher levels of management
in their companies ". Dalam hal ini Satuan Pemerik-
saan intern melaporkan hasil pemeriksaannya lang-
sung kepada Direksi. Adapun laporan hasil pemerik-
saan yang dibuat oleh SPI tergantung jenis pemerik-
saan yang dilaksanakan. Untuk pemeriksaan Rutin SPI
membuat laporan hasil pemeriksaan yang terdiri dari
untuk objek yang diperiksa dikirim konfirmasi yang
berisi penjelasan tentang hasil pemeriksaan, untuk
Kepala Unit dibuat Memori Hasil Pemeriksaan dan untuk
Dirut dibuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Laporan
hasil pemeriksaan yang dibuat untuk Dirut berisikan
temuan-temuan hasil pemeriksaan di lapangan beserta
rekomendasi-rekomendasi yang merupakan Jjalan keluar
yang ditawarkan yang dapat ditempuh dalam menyelesai-
kan suatu masalah.

Untuk jenis pemeriksaan khusus dan pemeriksaan
prioritas Tim Pemeriksa SPI membuat Laporan Hasil
Pemeriksaan yang berisi laporan temuan tentang kon-
disi objek yang diperiksa akan tetapi tidak disertai

rekomendasi penyelesaian karena SPI hanya ditugaskan
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untuk mengadakan pemeriksaan dan melaporkan hasil
pemeriksaan tersebut.

Setelah Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pe-
meriksaan, Dirut akan mengirim Surat Tindak Lanjut
dari hasil pemeriksaan yang merupakan jalan penyele-
- saian yang ditempuh dalam menghadapi permasalahgn.
Surat Tindak Lanjut tersebut dikirim kepada Kepala
Unit dan Kepala Unit akan memerintahkan objek yang
telah diperiksa tersebut untuk melakukan perbaikan
sesuai dengan Surat Tindak lanjut. Dua bulan setelah
Surat Tindak Lanjut dikirim, SPI akan memantau hasil
tindak lanjut yang dijalankan oleh objek yang dipe-
riksa untuk mengetahui apakah objek telah melaksana-
kan tindak lanjut sesuai dengan yang perintahkan,
apabila ditemukan bahwa objek tidak melaksanakan tin-
dak lanjut yang diperintahkan maka SPI akan memberi
laporan kepada Dirut untuk diambil tindakan atas ob-
jek tersebut.

Keputusan yang ditetapkan Dirut untuk mengambil
suatu tindak lanjut dari hasil pemeriksaan yang di-
lakukan oleh Satuan Pengawasan Intern, hal itu telah
sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Drs.
Irsan Yani MASc. yang menyatakan bahwa " setelah kita
mengemukakan suatu temuan, kita segera mengemukakan
tindakan-tindakan yang harus diambil sehubungan

dengan rekomendasi tersebut".
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4.2.3. Peranan Satuan Pengawasan Intern dalam menge-
fektifkan Pengendalian Intern Persediaan Hasil
Hutan

Pemeriksaan intern terhadap hasil hutan merupa-
kan usaha manajemen dalam meningkatkan efektivitas
pengendalian intern persediaan hasil hutan. Berdasar-
kan Laporan hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh
Satuan Pengawasan Intern maka Dirut dapat mengetahui
sejauhmana rencana-rencana operagi perusahaan mulai
dari penyemaian bibit, pemeliharaan, penebangan sam-
pai dengan penjualan hasil hutan dapat direalisasi-
kan. Sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat di-
ambil tindak lanjut dengan segera.

Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Satuan Penga-
wasan Intern, khusus untuk persediaan hasil hutan
adalah jenis pemeriksaan produksi apabila dilakukan
pemeriksaan di tempat penebangan, di tempat pengumpu-
lan dan ditempat penimbunan. Sedangan pemeriksaan
atas penjualan hasil hutan digolongkan dalam pemerik-
saan bidang pemasaran.

Khusus untuk pemeriksaan Tata Usaha Pengeloalaan
persediaan hasil hutan, Satuan Pengawasan Intern me-
lakukan pemeriksaan atas catatan dan pemeriksaan atas
fisik persediaan. Pemeriksaan atas catatan perusahaan
berdasarkan daftar Mutasi A dan daftar Mutasi B dima-

na jumlah batang kayu yang diperiksa dibandingkan

105



dengan catatan yang ada. Apabila ada kesalahan atau
perbedaan antara jumlah fisik dengan catatan, Satuan
Pengawasan Intern akan melakukan penyelesaian dimana
apabila kesalahan terjadi tidak disengaja, cara
penyelesaiannya adalah dengan melakukan pencatatan
dibuku pembetulan. Sedangkan apabila kesalahan terse-
but akibat kelalaian atau penyelewengan, tindakan
yang diambil satuan Pengawasan Intern adalah melapor-
kan kecurangan tersebut dalam Laporan Hasil Pemerik-
saan dan tindak lanjut yang diusulkan adalah meminta
pertanggung jawaban si pelaku dengan jalan membayar
ganti rugi.

Pada dasarnya pemeriksaan yang dilakukan oleh
Satuan Pengawasan Intern sangat menunjang efektivitas
pengendalian intern atas hasil hutan, karena dari
hasil pemeriksaan akan didapat adanya Kkemungkinan
rencana yang dibuat dan realisasi berbeda dan juga
kemungkinan akan didapat adanya penyelewengan atau
kesalahan yang nantinya menjadi saran untuk perbaikan

kegiatan selanjutnya.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan
mengenai pelaksanaan pemeriksaan intern yang dilaksa-
nakan oleh Satuan Pengawasan Intern dalam meningkat-
kan pengendalian intern hasil hutan Kkhususnya kayu
penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Kebijakan perusahaan dalam pengelolaan persediaan
hasil hutan yang dimilikinya, dinilai telah mema-
dai. Hal ini dapat dilihat dari serangkaian Tata
Usaha Hasil Hutan yang diterapkan mulai dari
proses penebangan sampai dengan penjualan telah
diatur dengan baik.

2. Sistem Pengendalian intern persediaan hasil hutan
yang diterapkan d4di Perum Perhutani Unit III Kesa-
tuan Pemangkuan Hutan Bandung Utara sudah cukup
memadai. Ini dapat dilihat dari :

a. Adanya pémisahan fungsi pengelolaan hasil hutan
yaitu antara :

- bagian penebangan kayu dan bagian penerimaan
kayu.

- bagian pehelaan kayu dan bagian pengumpulan

kayu



b. Adanya otorisasi yang jelas atas daftar bukti
(DK) vyang dikeluarkan.
c. Adanya penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan
d. Adanya pemeriksaan yang terpisah oleh Satuan
Pengawasan Intern.
e. Adanya pengendalian fisik atas persediaan
Sistem pengendalian intern penjualan hasil hutan
yang diterapkan‘ dalam perusahaan dapat dikatakan
telah cukup memadai. Kekurangan yang masih terli-
hat adalah pada. perangkapan fungsi yang dilaksana-
kan oleh Mandor TPK sebagai pihak yang melaksa-
nakan pengiriman barang, membuat Pas Jalan dan
melaksanakan pencatatan serta membuat laporan.
Pelaksanaan pemeriksaan intern yang dilakukan oleh
Satuan Pengawasan Intern dapat dinilai cukup inde-
penden dimana Satuan Pengawasan Intern bertanggung
jawab langsung kepada Pimpinan Perusahaan (Direk-
si). Sedangkan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan
dibuat laporan beserta rekomendasi. Akan tetapi
karena anggota SPI di tempatkan di setiap Kantor
Unit dan melaksanakan pemeriksaan pada Biro, KPH
dan Asper yang sama dalam setiap tahun maka bisa
mengakibatkan berkurangnya independensi SPI terse-

but.
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5. Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawa-
san intern terdiri dari 3 (tiga) jenis pemeriksaan
vaitu pemeriksaan rutin, pemeriksaan khusus dan
pemeriksaan prioritas. Karena aktivitas perusa-
haan yang beragam, pemeriksaan yang dilaksanakan
Satuan Pengawasan Intern menjadi sangat luas se-
hingga bidang pemeriksaan yang laksanakan di Ba-
gian Kesatuan Pemangkuan Hutan tidak selalu dite-
kankan pada persediaan akan tetapi juga atas akti-
vitas yang lain.

6. Manfaat pemeriksaan Satuan Pengawasan intern ter-
hadap pengendalian intern hasil hutan dinilai
sangat membantu manajemen. Dengan adanya pemerik-
saan, kemungkinan adanya penyelewengan yang dise-
ngaja maupun kesalahan yang tidak disengaja dapat

dihindari.

5.2. Saran-saran
Dengan melihat kondisi yang ada di Perusahaan
serta berdasarkan penelitian yang penulis 1lakukan,
dengan ini penulis mengajukan saran-saran yang seki-
ranya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusa-

haan antara lain:
1. Dalam hal Tata Usaha penjualan hasil hutan, hen-
daknya dihindari perangkapan fungsi,yakni pemisa-

han fungsi antara yang melaksanakan pengiriman dan
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membuat Pas Jalan dengan yang melakukan pencata-
tan. Tujuannya agar dapat dilakukan cross check
dan menghindari kemungkinan adanya kesalahan atau
kecurangan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Dengan adanya penempatan Satuan Pengawasan Intern
ada yang di tempatkan di Kantor Unit dan melakukan
pemeriksaan pada objek yang sama setiap tahun,
akan mengakibatkan independensi SPI tersebut ber-
kurang. Dengan demikian penulis menyarankan agar
anggota SPI tidak perlu ditempatkan di Kantor Unit
akan tetapi melakukan pemeriksaan langsung dari
Kantor Pusat sehingga kemungkinan memeriksa objek
yang sama dalam setiap tahun dapat dihindari dan
tingkat independensi pemeriksa dapat dipertahan-

kan.

. Dengan melihat keadaan dimana pemeriksaan yang di-

laksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern atas ha-
sil hutan sifatnya tidak rutin, penulis menya-
rankan agar dapat dilaksanakan pemneriksaan secara
rutin, khusus untuk pemeriksaan hasil hutan. Hal
ini perlu dilakukan mengingat persediaan hasil
hutan merupakan sumber utama pemasukan dari Perum

Perhutani.
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BAB VI
RINGKASAN

Perum Perhutani Unit III Jawa Barat memiliki
tujuan ganda: tujuan yang bersifat sosial, yakni me-
layani kepentingan masyarakat, dan tujuan yang bersi-
fat komersial, yakni mencari keuntungan. Untuk dapat
mencapai kedua tujuan tersebut Perum Perhutani Unit
III membagi wilayah kerjanya menjadi 14 Kesatuan Pe-
mangkuan Hutan. Salah satu Kesatuan Pemangkuan Hutan
yang merupakan objek penelitian ini adalah Kesatuan
Pemangkuan Hutan Bandung Utara.

Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan Kesatuan
Pemangkuan Hutan meliputi kegiatan proses produksi
berupa proses penanaman kayu, pemeliharaan, peneban-
gan dan pemasaran. Untuk memaksimalkan hasil kegia-
tannya salah satu kebijaksénaan yang ditempuh oleh
perum ini adalah dengan membentuk Tata Usaha Hasil
Hutan yang merupakan serangkaian kegiatan yang harus
dilaksanakan atas hasil hutan yang diproduksinya.
Tata Usaha Hasil Hutan tersebut meliputi :

1. Tata usaha pegawai penebangan.

2. Tata usaha Asisten Perum Perhutani / Bagian Kesa
tuan Pemangkuan hutan.

3. Tata Usaha tempat di penimbunan kayu dan

4. Tata usaha penjualan hasil hutan.

111



Sistem pengendalian intern pengelolaan hasil
hutan oleh Kesatuan Pemangkuan Hutan Bandung Utara
secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut.
Sistem pengendalian intern Tata Usaﬁa pegawai pene-
bangan dibagi menjadi kegiatan penebangan yang dilak-
sanakan oleh pegawai penebangan dan kegiatan peneri-
maan kayu oleh Mandor tebangan. Mandor tebangan ber-
tugas membuat bukti penerimaan kayu berupa dokumen
yang disebut DK. Setelah kayu terkumpul Mandor Teban-
gan melakukan pengiriman kayu ke tempat penimbunan
kayu melalui Mandor Angkutan. Setiap lima belas hari
sekali Mandor tebangan harus melaporkan hasil kegia-
tannya kepada Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan.

Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan melakukan pe-
nerimaan dokumen-dokumen yang berasal dari Mandor Te
bangan dan Mandor Tempat Penimbunan Kayu. Berdasarkan
dokumen-dokumen tersebut Asper membuat laporan kepada
Kesatuan Pemangkuan Hutan agar dapat diketahui jumlah
produksi kayu, jumlah kayu yang telah terjual dan
sisa kayu yang masih ada di tempat penimbunan.

Di tempat penimbunan Kayu, Mandor TPK melaksana-
kan penerimaan kayu yang berasal dari Mandor tebangan
dan membuat bukti terima kayu tersebut. Mandor TPK
melakukan perhitungan pada kayu yang telah diterima

dan melakukan pencatatan. Setiap lima belas hari Man-
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dor TPK harus membuat laporan kepada Bagian Kesatuan
Pemangkuan hutan.

Penjualan hasil hutan yang diterapkan Perum Per-
hutani adalah dengan cara sistem kontrak dan penjua-
lan langsung yang ditangani oleh Kantor Unit maupun
Kantor Kesatuan Pemangkuan Hutan. Adapun penyerahan
kayu, pembuatan Pas Jalan, pencatatan dan pelaporan
dilakukan oleh Mandor TPK.

Agar dapat menjamin pelaksanaan Tata Usaha yang
ditetapkan telah berjalan sesuai dengan rencana, Sa-
tuan Pengawasan Intern sebagai unit kegiatan yang
independen bertugas untuk melakukan pemeriksaan. Pem-
eriksaan yang dilaksanakan Satuan Pengawasan Intern
terbagi menjadi tiga jenis pemeriksaan yakni pemerik-~
saan rutin, pemeriksaan khusus dan pemeriksaan prio-
ritas.

Pemeriksaan pada persediaan hasil hutan yang
dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern sangat bergu-
na bagi perusahaan, karena pemeriksaan ini dapat
mengefektifkan pengendalian intern atas persediaan
hasil hutan. Dengan diadakan pemeriksaan maka apabila
terjadi kelemahan pada sistem yang berlaku atau pe-
nyimpangan pada prosedur yang telah ditetapkan dapat
diketahui secara dini dan dapat diadakan tindakan
perbaikan berdasarkan rekomendasi yang dimuat dalam

laporan pemeriksaan.
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telah mendapat ijin dari Perum Perfiutuii Unit III Jawa Barat

Untuk kelancaran dalah pilidiciuiasn Tisct- versebut kaal mchon bantusn sdr,
dapat meaberikan date-data yeng diperlukan.

Demikian untuk menjadi maklum,

Y
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»
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TEAEUSAN 5 Kepada Yth
/ 1. ¥dri.Win Sshariana
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NIP.080,047.606




